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PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Pontianak tentang Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);



=

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru,

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);



Menetapkan
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14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)
Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);

16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun
2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 117);

17.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);

18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

19.Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor

125);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024-2026.



-4-

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2:

10.

0 1

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kota Pontianak.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.

Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat
Daerah Kota Pontianak.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
RTRW yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Wali Kota.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).
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BAB I1
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam
Penyusunan Rencana Strategis SETDA Tahun 2024-2026 dan sebagai evaluasi
penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan bidang Pelaksanaan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun ke
depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

a.

b.

c.

d.

untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis
hasil/kinerja;

untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub
kegiatan SETDA yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;

untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan
akuntabel; dan

untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan di bidang Pelaksanaan Pemerintah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a.
b

(1)

(2)

(1)

(2)

kedudukan renstra perangkat daerah; dan
pengendalian dan evaluasi.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada
Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari
Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB1 : PENDAHULUAN;

BABII : GAMBARAN PELAYANAN;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,;

BAB VIII: PENUTUP.

Dokumen Rencana Strategis SETDA Tahun 2024-2026 beserta isi dan
uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam
rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam
Perubahan RPUMD Tahun 2020-2024.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
Renstra Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui SETDA.

(3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis
Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4)

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

(] Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan
evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024
ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota.

@@ Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan
tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

(@ Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

D1tetapkan di Pontianak
a tanggal \\\ P\Qﬂ-\, mma

HQTA PONTIANAK,

BERITA: DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 2%



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
karuniaNya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun
2024-2026 telah terselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat
Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,
pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi
daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada
Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih
lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang
masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat
Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah

sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pontianak, Maret 2023
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan
kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah
dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah
Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih
lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang
masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat
Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah
sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi
Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat
indikatif.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang disusun setiap tahun
dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam
pengendalian dan evaluasi pembangunan di Sekretariat Daerah Kota Pontianak, baik
evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak dilakukan dengan

beberapa tahapan vyaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,



penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,

perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan
penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom
Baru, poin KESATU c.

2. Penyelarasan terhadap Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program,
keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.

4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan
hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya
dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak untuk

tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024 dan 2026.

1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota

Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4275).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323).



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kilasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781).

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 73).

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 117).

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun
2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.



1.3.

1.4.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan
maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan
dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar
penyelenggaraan urusan unsur pendukung urusan pemerintahan berjalan sesuai koridor.
Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja
(outcome) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022,
evaluasi keluaran (output) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan
nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku

kepentingan (stakeholders).

Sistematika Penulisan

BAB| PENDAHULUAN

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur
kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuali
dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan
reorganisasi perangkat daerah, khusus untuk Sekretariat Daerah diwujudkan dalam bentuk
yang semula Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Pontianak menjadi Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Pontianak dan yang terakhir berubah kembali menjadi Peraturan Walikota
Pontianak Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut, Sekretariat Daerah
Kota Pontianak adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah yang bertugas Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli, Asisten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain serta Kecamatan, monitoring dan evaluasi, pembinaan
administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
1. Kepala Bagian Pemerintahan;

2. Kepala Bagian Hukum;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;



c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
1). Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2). Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
3). Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum;
1. Kepala Bagian Umum;
2. Kepala Bagian Organisasi;
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:
1). Kepala Subbagian Protokol.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan Pemerintahan
Daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli, Asisten dan Perangkat
Daerah, monitoring dan evaluasi, pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah

Daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah;

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

o

. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

e. pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan, prasarana
dan sarana Pemerintahan Daerah;

f. perumusan kebijakan pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan yang
menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah;

g. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dekonsentrasi
dan tugas pembantuan;

I. penyelenggaraan tata usaha kesekretariatan; dan

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.
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Uraian tugas jabatan Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Kesekretariatan Daerah Kota Pontianak
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan
kebijakan Pemerintah Kota Pontianak;

b. menetapkan program kerja dan kegiatan Sekretariat Daerah sesuai dengan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;

c. mengoordinasikan kebijakan teknis berdasarkan arahan Walikota dengan unit kerja
terkait agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu
dan selaras;

d. mengendalikan kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Daerah mulai dari perencanaan
sampai dengan evaluasi agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Asisten dan bagian-bagian
pada Sekretariat Daerah yang membandingkan antara hasil kerja yang dicapai
dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang
dicapai;

f. melakukan pengawasan terhadap Asisten, Kepala Bagian, Perangkat Daerah,
pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif
maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas;

g. mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan daerah kepada
Asisten dan Kepala Bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar dapat
terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;

h. memberikan petunjuk kerja kepada bawahan antara lisan maupun tulisan sesuai
dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan,
perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman
dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan efisien dan efektif;

J. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah
yang berkaitan dengan Bidang Kesekretariatan Daerah Kota baik secara lisan maupun
tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

k. melaporkan kegiatan dibidang kesekretariatan Pemerintah Kota baik secara lisan
maupun tulisan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan; dan



melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

Sekretaris Daerah yang diberikan oleh Walikota.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di

bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang pemerintahan dan

hukum, serta kesejahteraan rakyat;

. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai

dengan pembidangan tugas asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah
sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;

. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan dan hukum, serta

kesejahteraan rakyat; dan

. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Uraian Tugas Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai
berikut:

merumuskan kebijakan teknis pemerintahan dan hukum, serta kesejahteraan
rakyat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan
penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak;

. menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang pemerintahan dan hukum, serta

kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan kebijakan teknis pemerintahan dan hukum, serta kesejahteraan
rakyat berdasarkan arahan Sekretaris Daerah dengan unit kerja terkait agar
kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan

selaras;



. memberikan petunjuk kerja dan arahan kepada para Kepala Bagian dalam lingkup
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat baik secara lisan maupun tulisan
dalam rangka pelaksanaan tugas dibagian masing-masing agar tugas tersebut dapat
dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. mendistribusikan tugas-tugas urusan pemerintahan kepada para Kepala Bagian sesuai
dengan ruang lingkup tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bagian-bagian baik dalam lingkup keasistenan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat maupun dengan unit Kerja/satuan kerja
terkait dalam rangka penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan
penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

. meneliti dan menelaah konsep naskah dinas yang berkenaan dengan ruang lingkup
tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan mengacu kepada
arahan pimpinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kebenaran dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-Bagian dalam lingkup
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan membandingkan antara hasil
kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui
tingkat kinerja yang dicapai;

i. melakukan pengawasan terhadap Kepala Bagian, Kepala Subbagian, pejabat

fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun
represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas;

j. melaporkan kegiatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat baik secara

lisan maupun tulisan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan;

. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah
yang berkaitan dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat baik secara
lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah.
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Ruang lingkup tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian
dibidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan koordinasi perangkat
daerah, pemerintahan dibidang pemerintahan umum, kependudukan, pemerintahan
kecamatan dan kelurahan, kepemudaan, olahraga, pendidikan, kebudayaan,

pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja, dan fasilitasi urusan agama.

3. Kepala Bagian Pemerintahan
Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

administrasi pemerintahan, kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan
dan kewilayahan, serta kerjasama dan otonomi daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi
pemerintahan, kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;

f. memfasilitasi pengawasan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah
dibidang kerjasama daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan tugasnya.

Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. merencanakan program kerja Bagian Pemerintahan berdasarkan sasaran dan program
kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan
tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas
pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan;
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c. memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan
secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami
secara benar;

d. melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Bagian
Pemerintahan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif
untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan
pelaksana pada Bagian pemerintahan dengan membandingkan antara hasil kerja yang
dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang
dicapai;

f. membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian Pemerintahan sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang administrasi
pemerintahan dan kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah berdasarkan
pedoman dan Kketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi
pemerintahan dan kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah;

i. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang administrasi pemerintahan dan
kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

J. melaporkan kegiatan di Bagian Pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan
kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

k. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya pemecahan
masalah yang berkaitan dengan Bagian Pemerintahan baik secara lisan maupun
tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
Bagian Pemerintahan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat.

Ruang lingkup tugas Kepala Bagian Pemerintahan meliputi urusan bidang

administrasi pemerintahan, kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah.
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4. Kepala Bagian Hukum

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian,

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perundang-

undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan,

bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;

. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kkebijakan daerah dibidang

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;

. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;

. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

a.

merencanakan program kerja Bagian Hukum berdasarkan sasaran dan program
kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan tugas;

. mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan

tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian agar tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan
secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat

dipahami secara benar;

. melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Bagian

Hukum dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan

pelaksana pada Bagian Hukum dengan membandingkan antara hasil kerja yang
dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja

yang dicapai;
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f. membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian Hukum sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang perundang-
undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi, berdasarkan pedoman
dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

h. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang perundang-undangan,
bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;

i. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang perundang-undangan,
bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

J. melaporkan kegiatan di Bagian Hukum baik secara lisan maupun tulisan kepada
atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

k. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bagian Hukum baik secara lisan
maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi Bagian Hukum vyang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat.

Ruang lingkup tugas Kepala Bagian Hukum meliputi urusan bidang perundang-

undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang bina mental spiritual dan
kesejahteraan sosial dan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang bina

mental spiritual dan kesejahteraan sosial dan masyarakat;
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Cc. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
bina mental spiritual dan kesejahteraan sosial dan masyarakat;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang bina mental
spiritual dan kesejahteraan sosial dan masyarakat;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental
spiritual dan kesejahteraan sosial dan masyarakat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

a. merencanakan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan sasaran
dan program kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman
untuk melaksanakan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan
tugas pokok, fungsi masing-masing Jabatan Fungsional agar tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan
secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat
dipahami secara benar;

d. melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Bagian
Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun
represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pejabat fungsional dan
pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan membandingkan antara hasil
kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat
Kinerja yang dicapai;

f. membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang bina mental
spiritual dan kesejahteraan sosial dan masyarakat, berdasarkan pedoman dan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang bina mental spiritual

dan kesejahteraan sosial dan masyarakat;
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I. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang bina mental spiritual dan

kesejahteraan sosial dan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

j. melaporkan kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat baik secara lisan maupun

tulisan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan

keputusan;

. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat baik
secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat.

Ruang lingkup tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat meliputi bina mental

spiritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat.

6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan

sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Asisten Perekonomian dan Pembangunan

mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang perekonomian dan
sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai
dengan pembidangan tugas asisten Perekonomian dan Pembangunan;

pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai
dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang perekonomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
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Uraian Tugas Jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan sebagai bahan
penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak;

b. menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

c. mengoordinasikan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan berdasarkan
arahan Sekretaris Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan yang direncanakan
dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;

d. memberikan petunjuk kerja dan arahan kepada para Kepala Bagian dalam lingkup
Asisten Perekonomian dan Pembangunan baik secara lisan maupun tulisan dalam
rangka pelaksanaan tugas dibagian masing-masing agar tugas tersebut dapat
dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. mendistribusikan tugas-tugas urusan pemerintahan kepada para Kepala Bagian sesuai
dengan ruang lingkup tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bagian-bagian baik dalam lingkup keasistenan
Perekonomian dan Pembangunan maupun dengan unit kerja/satuan kerja terkait dalam
rangka penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan
penyelenggaraan pemerintahan dibidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;

g. meneliti dan menelaah konsep naskah dinas yang berkenaan dengan ruang lingkup
tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan mengacu kepada arahan
pimpinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kebenaran dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-Bagian dalam lingkup
Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan membandingkan antara hasil kerja
yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat
Kinerja yang dicapai;

i. melakukan pengawasan terhadap Kepala Bagian, Kepala Subbagian, pejabat
fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun
represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas;

J. melaporkan kegiatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan baik secara lisan
maupun tulisan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan;
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k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah
yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan pembangunan baik secara lisan
maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Ruang lingkup tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi bagian
dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan
pengadaan barang dan jasa dan koordinasi urusan pemerintahan dibidang penanaman
modal, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, lingkungan hidup
dan pangan serta sarana perekonomian dan pengembangan teknologi, perencanaan
pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pekerjaan umum dan tata ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan serta

pengadaan barang dan jasa dan layanan pengadaan secara elektronik.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum

Daerah serta perekonomian dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta perekonomian dan sumber
daya alam;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta perekonomian
dan sumber daya alam;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta
perekonomian dan sumber daya alam;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta perekonomian dan

sumber daya alam;

I1-18



penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta perekonomian dan
sumber daya alam; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah

sebagai berikut:

a.

merencanakan program kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
berdasarkan sasaran dan program kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan
sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional sesuai dengan tugas pokok,
fungsi masing-masing Jabatan Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan;

memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan
secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat
dipahami secara benar;

. melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas baik secara
preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pejabat fungsional pada
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan membandingkan antara hasil
kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat
Kinerja yang dicapai;

membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan petunjuk

pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta perekonomian dan
sumber daya alam, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta perekonomian dan
sumber daya alam;
memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pembinaan Badan Usaha

Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta perekonomian dan sumber
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daya alam, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan
tugas berjalan dengan lancar;

j. melaporkan kegiatan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam baik secara
lisan maupun tulisan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam
pengambilan keputusan;

k. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan; dan

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan.

Ruang lingkup tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam meliputi
bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta

perekonomian dan sumber daya alam.

. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

penyusunan dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan dan
pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang
penyusunan dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;

C. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
penyusunan dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan dan
pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan
pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
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Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai
berikut:

a. merencanakan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan
sasaran dan program kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai
pedoman untuk melaksanakan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional sesuai dengan tugas pokok,
fungsi masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional agar tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan
secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat
dipahami secara benar;

d. melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Bagian
Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif
maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan
Fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan dengan membandingkan
antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk
mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f. membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan petunjuk pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang penyusunan dan
pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan, berdasarkan pedoman dan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang penyusunan dan
pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;

i. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang penyusunan dan
pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

j.  melaporkan kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan baik secara lisan
maupun tulisan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam
pengambilan keputusan;

k. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bagian Administrasi Pembangunan
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baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan; dan

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi Bagian Administrasi Pembangunan yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan.

Ruang lingkup tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan meliputi bidang

penyusunan dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan.

9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok merumuskan

kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang pengadaan

barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
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Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

a. merencanakan program kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan sasaran
dan program kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk
melaksanakan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi
masing-masing Kepala Subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan;

c. memberi petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian dan staf yang dilakukan secara lisan
maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

d. melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian dan seluruh pelaksana di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun
represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Subbagian pada
bagian pengadaan barang dan jasa dengan membandingkan antara hasil kerja yang
dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang
dicapai;

f. membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

g. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

I. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

J. melaporkan kegiatan dibidang pengadaan barang dan jasa baik secara lisan maupun
tulisan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan

keputusan;
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k. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya pemecahan
masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan; dan

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
bagian pengadaan barang dan jasa yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan.

Ruang lingkup tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa meliputi urusan pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

10.1. Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan

dibidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang  pengelolaan
pengadaan barang dan jasa;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang
dan jasa; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang

diberikan oleh Kepala Bagian.

Uraian tugas jabatan Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
berdasarkan sasaran dan program Kerja tahunan Sekretariat Daerah yang telah
ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana secara lisan dan

tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
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. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pelaksana dalam melaksanakan
tugas baik secara preventif dan represif untuk menghindari terjadinya kesalahan
dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

. melaksanakan penataan kearsipan bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa untuk tertib administrasi;

. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan
kegiatan;

. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibagian pengelolaan
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. melaksanakan kegiatan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa,
pelaksanaan riset dan analisis pasar barang dan jasa, penyusunan strategi
pengadaan barang dan jasa, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan
beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan,
pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa, penyusunan dan
pengelolaan katalog eletronik lokal, membantu perencanaan dan pengelolaan
kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak;

. melaporkan kegiatan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan

pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Bagian;

i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan
bidang tugas subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa baik secara
lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

Ruang lingkup tugas Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

meliputi inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan riset dan

analisis pasar barang dan jasa, penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa,

penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan
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penyedia barang dan jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog eletronik lokal,

perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

10.2. Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan

menyusun laporan dibidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana kerja dibidang pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik;
penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang  pengelolaan layanan

pengadaan secara elektronik; dan

. pelaksanaan tugas lain dibidang pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Uraian tugas jabatan Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik adalah sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kerja Subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat Daerah
yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana secara lisan dan
tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pelaksana dalam melaksanakan
tugas baik secara preventif dan represif untuk menghindari terjadinya kesalahan
dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

melaksanakan penataan kearsipan bagian pengelolaan layanan pengadaan

secara elektronik;
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. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan pedoman dan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan
pelaksanaan kegiatan;

. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan;

. melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan
jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektonik dan
insfrastukturnya), pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah secara elektronik, fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa, identifikasi
kebutuhan pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi
yang dibutuhkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, pelayanan informasi
pengadaan pemerintah kepada masyarakat luas dan pengelolaan informasi
kontrak;

. melaporkan kegiatan dibidang pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Bagian;

i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang
tugas subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik baik secara
lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

keputusan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi di subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang
diberikan oleh Kepala Bagian.

Ruang lingkup tugas Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik meliputi pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa,

pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik,

fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi

pengadaan barang dan jasa, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem

informasi, pengembangan sistem informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,

pelayanan informasi pengadaan pemerintah dan pengelolaan informasi kontrak.
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10.3. Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan
menyusun laporan dibidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi

Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengadaan pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang

dan jasa yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Uraian tugas jabatan Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Sekretariat Daerah yang
telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana secara lisan dan
tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;

c. melaksanakan tugas baik secara preventif dan represif untuk menghindari
terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan penataan kearsipan bidang pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa untuk tertib administrasi;

e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pedoman dan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan
pelaksanaan kegiatan;

f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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g. melaksanakan kegiatan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa
pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan personel
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa,
pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa, pembinaan
hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengukuran
tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan analisis beban kerja Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan
personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa, pengembangan sistem insentif personel Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, fasilitasi implementasi
standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan dan pengukuran
kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah, bimbingan teknis, pendampingan
dan/atau konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan
pemerintah Kota Pontianak, bimbingan teknis, pendampingan dan/atau
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah, antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Sistem
Pengadaan Secara Elektronik, e-katalog, e-monev, Sistem Informasi Kinerja
Penyedia, layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;

h. melaporkan kegiatan dibidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang
tugas subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa baik
secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil
keputusan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang

diberikan oleh Kepala Bagian.

Ruang lingkup tugas Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa meliputi pembinaan dan manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa,
pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan dan
pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, analisis beban
kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan personil Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa, pengembangan sistem insentif personel Bagian Pengadaan
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Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, fasilitasi implementasi
standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan dan pengukuran
Kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah, sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, layanan
penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

11. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah

dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi dan protokol dan

komunikasi pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang umum, organisasi dan

protokol dan komunikasi pimpinan;

. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan program perangkat daerah sesuai

dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah

sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;

. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang umum, organisasi dan protokol dan

komunikasi pimpinan; dan

. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Uraian Tugas Jabatan Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut:

a.

merumuskan Kkebijakan teknis bidang administrasi umum sebagai bahan

penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak;

. menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang administrasi umum sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dan
pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan kebijakan teknis bidang administrasi umum berdasarkan arahan
Sekretaris Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan yang direncanakan dapat

dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;

. memberikan petunjuk kerja dan arahan kepada para Kepala Bagian dalam lingkup

Asisten Administrasi Umum baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka
pelaksanaan tugas dibagian masing-masing agar tugas tersebut dapat dilaksanakan

dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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12.

. mendistribusikan tugas-tugas urusan pemerintahan kepada para Kepala Bagian sesuali

dengan ruang lingkup tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bagian-bagian baik dalam lingkup keasistenan

Administrasi Umum maupun dengan unit kerja/satuan kerja terkait dalam rangka
penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan

pemerintahan dibidang umum, organisasi dan protokol dan komunikasi pimpinan;

. meneliti dan menelaah konsep naskah dinas yang berkenaan dengan ruang lingkup

tugas Asisten Administrasi Umum dengan mengacu kepada arahan pimpinan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kebenaran dan kelancaran

pelaksanaan tugas;

. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-Bagian dalam lingkup

Asisten Administrasi Umum dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai
dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang

dicapai;

i. melakukan pengawasan terhadap Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan seluruh staf

dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari

terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

J. melaporkan kegiatan Asisten Administrasi Umum baik secara lisan maupun tulisan

kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah

yang berkaitan dengan bidang administrasi umum baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

Asisten Administrasi Umum yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Ruang lingkup tugas Asisten Administrasi Umum meliputi bagian dibidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan koordinasi urusan pemerintahan
dibidang komunikasi dan informatika, pendidikan dan pelatihan, sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan

dan kearsipan.

Kepala Bagian Umum
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis,
fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli

dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:
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penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha pimpinan, staf
ahli dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah tangga dan

perlengkapan;

. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang tata

usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah
tangga dan perlengkapan;

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan
rumah tangga dan perlengkapan;

. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha

pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah
tangga dan perlengkapan;

penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah
tangga dan perlengkapan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Umum adalah sebagai berikut:

a.

merencanakan program kerja Bagian Umum berdasarkan sasaran dan program
kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan tugas;

. mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing Kepala Subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan;

memberi petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian dan staf yang dilakukan secara
lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami

secara benar;

. melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian dan seluruh pelaksana di

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif
untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan

tugas;

. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Subbagian pada

Bagian Umum dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan
rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian Umum sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
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13.

g. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah
tangga dan perlengkapan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang tata usaha pimpinan,
staf ahli dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah tangga dan
perlengkapan;

i. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli
dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah tangga dan perlengkapan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan lancar;

J. melaporkan kegiatan di Bagian Umum baik secara lisan maupun tulisan kepada

atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

k. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bagian Umum baik secara lisan
maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Bagian Umum yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Ruang lingkup tugas Kepala Bagian Umum meliputi tata usaha pimpinan, staf ahli

dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan rumah tangga dan perlengkapan.

Kepala Bagian Organisasi
Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis,
fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang Kelembagaan dan Analis

Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang
kelembagaan dan analis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan
reformasi birokrasi;

Cc. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
kelembagaan dan analis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan

reformasi birokrasi;
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. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan

dan analis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi
birokrasi;

penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan
analis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi
birokrasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang

berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

a.

merencanakan program kerja Bagian Organisasi berdasarkan sasaran dan program
kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan tugas;

. mendistribusikan tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan

tugas pokok, fungsi masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional agar tugas
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan
secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat

dipahami secara benar;

. melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Bagian

Organisasi dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pejabat fungsional pada

Bagian Organisasi dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan
rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian Organisasi sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan dan

analis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi
birokrasi, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang kelembagaan dan

analis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi

birokrasi;
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14.

memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan dan analis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan dengan lancar;

melaporkan kegiatan di Bagian Organisasi baik secara lisan maupun tulisan
kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bagian Organisasi baik secara lisan
maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Bagian Organisasi yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Ruang lingkup tugas Kepala Bagian Organisasi meliputi kelembagaan dan analis

jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi

dibidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan mempunyai fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi

pimpinan dan dokumentasi pimpinan;

. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang protokol,

komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;

. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;

. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang protokol,

komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;

. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang protokol,

komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang

berkaitan dengan tugasnya.
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Uraian tugas jabatan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah

sebagai berikut:

a. merencanakan program kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
berdasarkan sasaran dan program kerja Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan
sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan
pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kelompok Jabatan
Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan;

c. memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan
secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat
dipahami secara benar;

d. melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan
pelaksana di Bagian protokol dan komunikasi pimpinan dalam melaksanakan
tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya
kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Subbagian dan
pejabat fungsional dan pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah
ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

f. membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang
yang ada di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan petunjuk
pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang protokol,
komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan, berdasarkan pedoman dan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang protokol, komunikasi
pimpinan dan dokumentasi pimpinan;

i. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang protokol, komunikasi
pimpinan dan dokumentasi pimpinan, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

J. melaporkan kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan baik secara
lisan maupun tulisan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam
pengambilan keputusan;

k. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Asisten mengenai upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan; dan
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I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum.

Ruang lingkup tugas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan meliputi

protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.

14.1. Kepala Subbagian Protokol

Kepala Subbagian Protokol mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Protokol mempunyai

fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja dibidang protokol;
penyelenggaraan kegiatan dibidang protokol berdasarkan rencana kerja yang
telah ditetapkan;

penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang protokol;

. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang protokol; dan

pelaksanaan tugas lain dibidang protokol yang diberikan oleh Kepala
Bagian.

Uraian tugas jabatan Kepala Subbagian Protokol adalah sebagai berikut:

a.

menyusun rencana kerja Subbagian Protokol berdasarkan sasaran dan
program kerja tahunan Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana secara lisan
dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik
dan benar;

melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pelaksana dalam melaksanakan
tugas baik secara preventif dan represif untuk menghindari terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

. melaksanakan penataan kearsipan bidang protokol untuk tertib administrasi;

menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang protokol
sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang protokol

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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g. melaksanakan kegiatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah
bidang protokol, melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan
tamu pemerintah daerah, menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi
keprotokolan, menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menginformasikan jadwal dan
kegiatan Pemerintah Daerah, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

h. melaporkan kegiatan di bidang protokol agar sesuai dengan pedoman dan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan
pengambilan keputusan Kepala Bagian;

i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian mengenai upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian Protokol
baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan; dan

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi bidang protokol yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Ruang lingkup tugas Subbagian Protokol meliputi tata protokoler dalam rangka
penyambutan tamu pemerintah daerah, fasilitasi keprotokolan, informasi acara
dan jadwal kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, menginformasikan jadwal
dan kegiatan Pemerintah Daerah, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
kegiatan Walikota dan Wakil Walikota.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

1.

Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan

teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai
dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau
penghapusan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan
Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu
yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
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ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

. Penetapan, Rincian Tugas dan Fungsi Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan

Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Tugas Tambahan dan Pengelolaan Kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan

jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional
yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
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STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

STAF AHLI SEKRETARIS DAERAH KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN ADMINISTRASI UMUM
KESEJAHTERAAN DAN PEMBANGUNAN
RAKYAT
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN ORGANISASI PROTOKOL DAN
PEMERINTAHAN HUKUM KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BAGIAN UMUM KOMUNIKAS! PIMPINAN
RAKYAT DAN SDA PEMBANGUNAN BARANG DAN JASA
! : ! : ! : ! R .
. | | 1 1 1 1
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK | 1
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN SUBBAG PENGELOLAAN JABATAN JABATAN KELOMPOK
FUNGSTONAT. FUINGSTIONAT. FIINGSTONAT, FUNGSTONAT, FUNGSTONAT. PENGADAAN BARANG FUNGSIONAL FUNGSIONAL JABATAN
DAN JASA KEPALA SUBBAGIAN FUNGSIONAL
PROTOKOL

KEPALA SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
LAYANAN SECARA
ELEKTRONIK

KEPALA SUBBAGIAN
PEMBINAAN DAN
ADVOKASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
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2.2. Sumber Daya
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota
Pontianak didukung oleh Aparatur Sipil Negara sebanyak 126 orang (data per desember
2022). Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, dijabarkan
menurut tingkat Pangkat, Golongan dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 11-1

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak menurut eselon

ESELON
NO UNIT ORGANISASI | ] ] v JFU
DAN | JML
A B A B A B A B IET
1. | SEKRETARIAT DAERAH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2. | STAF AHLI WALIKOTA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

3. o,0}0|2|1,2]0|0]| 23 | 27
KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
4. o001 |3|0|3]|]0] 24| 31
PEMBANGUNAN
5. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 00|01 |3 |0|1]0] 59 64
Jumlah 0|0 /|16 |7 |2]| 4] 0] 106 | 126
Tabel 11-2
Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak menurut pendidikan
PENDIDIKAN
NO UNIT ORGANISASI S1/D
SD | SMP | SMA D3 - S2 S3 | JML
1. | SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 1 1
2. | STAF AHLI WALIKOTA 0 0 0 0 1 2 0 3
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
3. 0 0 7 1 13 6 0 27
KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
4. 0 1 2 2 20 6 0 31
PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI
5. 1 2 21 8 23 9 0 64
UMUM
Jumlah 1 3 30 11 57 23 1 126
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Tabel 11-3

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak menurut golongan

GOLONGAN
NO UNIT ORGANISASI 11 11 1V
JML
alb|c a|b|lc|d c|d|e
SEKRETARIAT
1. 0(01]0 OO0 0|0 01110 1
DAERAH
2. | STAF AHLI WALIKOTA 0/0|0 0]0|0]O0 21010 3
ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN
3. 0(01]0 6|6 | 5|6 1100 27
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
ASISTEN
4, | PEREKONOMIAN DAN 0(01|0 4 1851|909 1100 31
PEMBANGUNAN
ASISTEN
5. 21110 9 123|11 8 1/0/0| 64
ADMINISTRASI UMUM
Jumlah 21110 19 |37 | 21 | 23 5(1/0]| 126

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 49.1/Umum/Tahun

2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun

2020-2024 dimana terdapat 3 sasaran strategis dengan 3 indikator Kinerja utama

Pencapapain target kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024 dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel 11-4

Pencapaian Kinerja Pelayanan

\o | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan | Target Target Target Renstra I??;ﬁﬂ%kat Daerah pada Realisasi Capaian pada Tahun Rasio Capaian pada Tahun
0 . Target | Indikator
Fungsi Perangkat Daerah NSPK .
IKK | Lainnya
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1) ) ) (4) () (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) [ 15 | (16) (17) | (18) | (19) | (20)
(Meningkatnya reformasi birokrasi
melalui penataan dan penguatan
organisasi, penataan perundang- Belum
1 | undangan, penataan 80% 80% 80% 80% 80% | 86,66% | 86,66% | dilakukan 1,08325 | 1,08325
ketatalaksanaan) Persentase Penilaian
Perangkat Daerah yang nilai RB nya
minimal 71,74
(Meningkatnya kualitas pelayanan
2 | prima) Persentase nilai IKM 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 1 1 1
perangkat daerah baik
(Meningkatnya Capaian Kinerja Nilai Nilai Nilai
3 | Penyelenggaraan Pemerintahan ?_gnga; ?_gnga? ?@nga? ?_gngaF ?_gngaF Belum | Belum Belum
Daerah) Nilai LPPD Kota Pontianak ingat ingat ingal ingat NIG | Keluar | Keluar Keluar
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Tabel I1-5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Li?f;n Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
No —
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 An?o%a)ran Reg'/'s)as'
0, 0
1) (2) (3) 4) (5) (6) (8) 9 (10) (13) (14) (15) (16) 1an (18) (19)
1 [Program Pelayanan Administrasi 35.765.975.550 0 0 33.175.143.696 0,93
Perkantoran
p [Program Peningkatan Sarana Prasarana | 5 1 474 000 0 0 3.306.730.060 0,96
dan Perlengkapan Kantor
3 |Program Peningkatan Kapasitas Sumber | ) 54 599 0 0 109.600.000 0,99
Daya Aparatur
4 |Program Peningkatan dan Pengembangan|  gq g53 759 0 0 63.035.600 0,90
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 Program peningkatan disiplin dan kinerja 270.720.000 0 0 270.720.000 1,00
aparatur
6 P_rogram Peningkatan dan Pengembangan 56.889.500 0 0 56.245.700 0.99
Sistem Pelaporan Keuangan
7 |Program Peningkatan Pelayanan Prima 116.599.950 0 0 114.769.950 0,98
g |Program Evaluasi Dan Pengendalian 467.319.950 0 0 445.591.950 0,95
Administrasi Pembangunan
o |Program Fasilitasi Pengadaan 94.899.000 0 0 92.996.300 0,98
Barang/Jasa Pemerintah
10 |Program Kegiatan Kinerja Pemerintah 697.641.810 0 0 550.592.810 0,79
1 [Program Kerjasama Informasi Dengan | ) /5g 255 549 0 0 1.436.649.500 0,98
Mass Media
1 |Program Intensifikasi Pelayanan 6.409.206.770 0 0 6.330.619.700 0,99
Masyarakat
13 |Program Pelayanan Ibadah Haji 174.390.000 0 0 27.438.500 0,16
14 |Program Pembinaan Dan Bantuan Hukum) 283.733.400 0| 0 248.384.200 0,88
15 Program Pembinaan Perekonomian Dan 339.222.820 0 0 316.176.400 093
BUMD
16 Program Penataan Peraturan Perundang- 257.947.200 o o 217.511.600 0.84
undangan
P Pengkajian Peningk
17 |Program Pengkajian Peningkatan Sarana | ) 39 954 509 0 0 116.525.250 0,83
Informasi Hukum Dan Ranham
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Uraian

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

***)
No —
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2020 2021 2022 | 2023 | 2024 A”?(f/’e;'a" Re;'s)as'
0 (]
@ @ B ) ©) B @) ® © (10) (13) (14) (15) (16) an (18) (19)
Program Peningkatan Efektifitas Dan
18 |Efisiensi Kelembagaan Organisasi 377.846.565 0 0 333.425.665 0 0,88
Perangkat Daerah
19 |Program Peningkatan Kerjasama Antar 203.759.200 0 0 166.477.710 0 0,82
Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kinerja
20 361.381.080 0 0 288.362.100 0 0,80
Kelembagaan
21 |Program Peningkatan Kualitas Pelayanan | -, ,16 795 360 0 0 999.635.285 0 0,82
Informasi Pembangunan
Program peningkatan pelayanan
22 |kedinasan kepala daerah/ wakil kepala 288.735.690 0 0 255.882.290 0 0,89
daerah
23 |Program Peningkatan Sarana dan 1.022.051.000 0 0 1.016.758.900 0 0,99
Prasarana Layanan Pengadaan
24 |Program Peningkatan Sarana Kehidupan | ¢ 514 509 0 0 1.039.164.050 0 0,99
Beragama
25 |Program Pengembangan Promosi Daerah 25.247.500 0 0 4.175.000 0 0,17
26 |Program Peningkatan dan Pengembangan|  ¢,q 477 55g 0 0 585.615.505 0 0,93
Pengelolaan Keuangan Daerah
o7 |Program Penataan dan Penguatan 304.349.200 0 0 268.825.300 0 088
Organisasi
2g |Program Penunjang Urusan Pemerintanan o| 45.418.139.190] 41.713.464.750| 40.231.178.781 0| 43.545.653.314 41.099.247.153 0,96 0,99
Daerah Kabupaten/Kota
2g |Program Pemerintahan dan 0| 10.571.180.652| 15.276.186.547| 12.336.604.840 0| 10.407.570.095| 14.947.450 530 0,98 0,98
Kesejahteraan Rakyat
30 |Program Perekonomian dan o| 3.355.289.860] 2.849.074.995| 4.117.548.365 o| 3.158.430.814| 2.664.683.668 0,94 0,94
Pembangunan
55.650.399.060 | 59.344.609.702 | 59.838.726.292 | 56.685.331.986 51.837.053.221 |57.111.663.223|58.711.381.351
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2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota
Pontianak periode 2024 — 2026 adalah :

Masyarakat Kota Pontianak

Perangkat Daerah Kota Pontianak

BUMD dan BLUD Kaota Pontianak

Petugas Fardu Kipayah Kota Pontianak

Kelompok Posyandu Kota Pontianak

Guru Ngaji Kota Pontianak

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Kota Pontianak

N o g s~ e D oRE
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BAB 111

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas fungsi selama periode 2020-2023 terdapat

permasalahan sebagai berikut:

1.
2.

Belum tersedianya SDM yang memiliki kemampuan tentang perpetaan.
Ketidaksesuaian deadline/batas termin yang diberikan oleh pusat dengan realisasi
program Perangkat Daerah pengampu Standart Pelayanan Minimal sehingga sulit
mencapai target 100%

Belum terakomodirnya Aspirasi masyarakat terhadap permohonan bantuan
operasional kepada petugas posyandu, fardhu kifayah, guru ngaji, guru MDT.
Lamanya waktu yang diperlukan untuk menyajikan data evaluasi kebijakan
pembangunan.

Keterlambatan penerbitan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum
Kurang maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan.
Tidak adanya tempat pengkoordinasian terhadap kegiatan yang ada di Bagian
Pemerintahan di organisasi induk pada Pemerintah Pusat.

Proses perencanaan yang belum optimal

Pelaksanaan tender/seleksi maupun pengadaan langsung yang dilaksanakan dengan
metode e-pengadaan langsung maupun e-purchasing yang tidak berjalan sesuali

perencanaan

10. Gangguan Sistem Informasi pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa
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Tabel 111-1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) 03] (3) 4)
1 [Belum tersedianya informasi peta wilayah Belum tersedianya SDM yang memiliki [Latar belakang pendidikan ASN di Bagian

/Batas Wilayah dan menyesuaikan lajunya
perkembangan informasi teknologi saat ini,
yang tak sekedar informasi tekstual dan
grafis, tapi sudah merambah dalam bentuk
digital

kemampuan tentang perpetaan

Pemerintahan belum ada yang jurusan
perpetaan

2 |Keterlambatan menyampaikan data capaian |Sulitnya Perangkat Daerah pengampu  |Ketidaksesuaian deadline/batas termin yang
pelaksanaan SPM secara lengkap sebelum |SPM mencapai target 100% diberikan oleh pusat dengan realisasi
batas termin berakhir program Perangkat Daerah pengampu SPM
3 |Belum terakomodirnya Aspirasi masyarakat |Jumlah petugas masih dibatasi Terbatasnya kemampuan keuangan
terhadap permohonan bantuan operasional Pemerintah Kota Pontianak
kepada petugas posyandu, fardhu kifayah,
guru ngaji, guru MDT
4 |Kurang updatenya data evaluasi kebijakan  |Lamanya waktu yang diperlukan untuk |belum adanya interoperabilitas aplikasi antar
pembangunan menyajikan data evaluasi kebijakan perangkat daerah yang dapat dipergunakan
pembangunan untuk percepatan monitoring penyerapan
anggaran dan monitoring evaluasi
pembangunan
5 |Terlambatnya proses sinkronisasi Keterlambatan penerbitan Peraturan Adanya usulan Standar Biaya yang
penginputan Standar Biaya umum, Analisa |Walikota tentang Standar Biaya Umum |disampaikan Perangkat Daerah di saat
Standar Biaya, Harga Satuan Pokok penyusunan RKA SKPD sedang
Kegiatan pada Sistem Informasi Pemerintah berlangsung
Daerah
6 [Kuantitas sumber daya aparatur masih Kurang maksimalnya kegiatan Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam
belum ideal, terjadi kekurangan SDM monitoring dan evaluasi kebijakan melakukan monitoring dan evaluasi
aparatur pembangunan kebijakan pembangunan
7 |Luasnya bidang pekerjaan yang ditangani Tidak adanya tempat pengkoordinasian |Tidak ada organisasi induk pada Pemerintah
pada Bagian Administrasi Pembangunan terhadap kegiatan yang ada di Bagian pusat yang menaungi Bagian Pembangunan
Pemerintahan di organisasi induk pada
Pemerintah pusat
8 |Terlambatnya proses persiapan, pemilihan, |Proses maupun waktu pelaksanaan Proses perencanaan pengadaan barang/jasa
pelaksanaan dan pengawasan pengadaan pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu|yang belum optimal
barang/jasa
9 |Pelaksanaan tender/seleksi maupun Pengadaan barang/jasa yang Pejabat Pembuat Komitmen kurang tertib/
pengadaan langsung yang dilaksanakan dilaksanakan secara umum masih tidak tepat waktu dalam penyusunan
dengan metode e-pengadaan langsung mengutamakan menggunakan metode  |dokumen persiapan pengadaan barang/jasa
maupun e-purchasing yang tidak berjalan Tender maupun Seleksi
sesuai perencanaan
10 |Tertundanya pelaksanaan pengadaan Gangguan Sistem Informasi pada saat |Gangguan pada Sistem pengadaan Secara

barang/jasa

pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Elektronik (SPSE) Secara Nasional

Gangguan Sistem Informasi Pendukung
Lainnya yang dikelola oleh Bagian
pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah
Kota Pontianak

Gangguan pada layanan penyedia layanan
atau provider

Kerusakan pada server SPSE dan
Insfrastruktur Pendukung Lainnya yang
dikelola oleh Bagian pengadaan barang/jasa
Sekretariat Daerah Kota Pontianak
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3.2. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah tersebut di atas, serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-

Isu strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak meliputi:

Pengendalian Inflasi Daerah

Peningkatan Reformasi Birokrasi

Peningkatan Penilaian SAKIP

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan Kerjasama Daerah dan Wilayah

Meningkatnya Pemerintahan yang taat hukum

Terinformasikannya Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat

© N o g b~ w0 DN e

Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa sesuai ketentuan
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat
Daerah Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan
dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis juga
memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sekretariat Daerah mengemban tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun
2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator tujuan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP).

Adapun tujuan strategis 2024-2026 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun. Sasaran adalah merupakan
Penjabaran dari Tujuan yang bersifat spesifik, terukur dan berorientasi pada hasil
Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta

dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau
pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak serta lebih menjamin suksesnya
pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti
menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota
Pontianak. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian

tujuan strategis yang terkait.
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Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan

bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024-2026 melalui

indikator sasaran sebagai berikut:

A. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se Kota Pontianak

Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Nilai IKM Sekretariat Daerah.
(a) Kegiatan Penataan Organisasi
Indikator : Persentase capaian penataan organisasi
(b) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Indikator : - persentase jumlah fasilitasi kegiatan kepala daerah

- persentase jumlah publikasi kegiatan kepala daerah

. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator : Persentase implementasi kebijakan Hukum dan Kesra
(a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Indikator :persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang
difasilitasi
(b) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Indikator :persentase penyusunan produk hukum daerah

B. Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian

Indikator : Indeks Perekonomian

Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:

1.

Program Perekonomian Dan Pembangunan
Indikator : Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian.
(a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Indikator : - Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan
Audited dan Evkin BPKP)
- Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan
kinerja keuangan dan non keuangan)
- Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian
(b) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Indikator : Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber

daya alam
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C. Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan
Indikator : Indeks Pelaksanaan Pembangunan
Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:
1. Program Perekonomian Dan Pembangunan
Indikator : Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian.
(a) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Indikator : Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan

D. Meningkatkan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
Indikator : Indeks Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:
1. Program Perekonomian dan Pembangunan
Indikator : Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat
sesuai SOP.
(a) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa
Indikator : Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan
rencana umum pengadaan (RUP)

E. Meningkatkan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Indikator : Nilai AKIP Kota Pontianak
Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak
(a) Kegiatan Penataan Organisasi
Indikator : Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun
Baik

F. Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator : Nilai LPPD Kota Pontianak
Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:
1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator : Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan

(a) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Indikator : Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator
kinerja kunci (IKK)
(b) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Indikator : Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah
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Tabel 1V-1

Tujuan dan Sasa

ran Rencana Strategis

TARGET KINERJA
TUJUAN/SASARAN PADA

_

Meningkatkan Kualitas

Nilai rata-rata IKM

INDIKATOR
NO. SASARAN TUJUAN/SASARAN TAHUN
2024 2025 2026
& @) “) ®) ®) ™

Barang/Jasa Pemerintah

Pemerintah

11 Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah se 88.8 88.9 89
Daerah Kota Pontianak
Meningkatkan Kualitas

1.2 Kebijakan Indeks Perekonomian 100,00 100,00 100,00
Perekonomian

13 Men_l_ngkatkan Kualitas |Indeks Pelaksanaan 9201 9251 9303
Kebijakan Pembangunan| Pembangunan
Meningkatkan Kualitas |Indeks Pelaksanaan

14 Kebijakan Pengadaan |Pengadaan Barang/Jasa 96,00 96,50 96,85

Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Pontianak

2
Meningkatkan Kinerja
o1 Pc?lapf)ran Akuptabllltas N|Ia|_AKIP Kota 80 81 8
Kinerja Instansi Pontianak
Pemerintah (AKIP)
Meningkatkan Capaian
59 Kinerja Nilai LPPD Kota Tinggi Tinggi Tinggi
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4.2. Cascading Kinerja

Tabel 1V-2
Cascading Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten/Kota

Analisis Jabatan

Indikator Tujuan dan Kinerja Kinerja Sub Penanggun
Tujuan PD Sasaran PD ) Program Kinerja Program Indikator Program Kegiatan . J Indikator Kegiatan Sub Kegiatan j Indikator Sub Kegiatan ggung
Sasaran PD Kegiatan Kegiatan Jaw ab
1 iMeningkatnya Indeks Kepuasan
Kualitas Masyarakat (IKM)
Layanan Publik
1 {Meningkatkan Nilai rata-rata IKM Program Penunjang Terlaksananya Program 1 {Nilai IKM Sekretariat Daerah 3 Penataan Organisasi Terlaksananya |{Persentase capaian Pengelolaan Terlaksananya Jumlah Dokumen Bagian Organisasi
kualitas pelayanan Perangkat Daerah se Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Penataan penataan organisasi Kelembagaan dan Pengelolaan Pengelolaan
perangkat daerah Kota Pontianak Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Organisasi Analisis Jabatan Kelembagaan dan |Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana

Terlaksananya
Fasilitasi
Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana

Bagian Organisasi

Monitoring Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas
Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

Bagian Organisasi

Laksana
Pelaksanaan Protokol daniTerlaksannya persentase jumlah Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Bagian Protokol
Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Protokol ifasilitasi kegiatan kepala Fasilitasi Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi
dan komunikasi  {daerah Keprotokolan Pimpinan
Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah
Fasilitasi Komunikasi Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Bagian Protokol
Pimpinan Fasilitasi Fasilitasi Komunikas dan Komunikasi
Komunikasi Pimpinan Pimpinan
Pimpinan

persentase jumlah
publikasi kegiatan kepala
daerah

Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Terlaksananya
Pendokumentasian
Tugas Pimpinan

Jumlah Laporan
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Bagian Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan
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Fasilitasi Bantuan
Hukum

. Indikator Tujuan dan . . 5 . Kinerja . . . Kinerja Sub . . Penanggung
Tujuan PD Sasaran PD Program Kinerja Program Indikator Program Kegiatan . Indikator Kegiatan Sub Kegiatan . Indikator Sub Kegiatan
Sasaran PD Kegiatan Kegiatan Jaw ab
2. {Program Pemerintahan Terlaksananya Program Persentase implementasi Pelaksanaan Kebijakan  |Terlaksananya {persentase Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Dan Kesejahteraan Rakyat i Pemerintahan Dan kebijakan Hukum dan kesra iKesejahteraan Rakyat Kebijakan organisasi/lembaga Bina Mental Spiritual Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan |{sosial masyarakat yang Pengelolaan Bina {Bina Mental Spiritual Rakyat
Rakyat difasilitasi Mental Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, |Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Evaluasi, dan Capaian |Kebijakan, Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan
Kinerja Terkait Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Rakyat
Kesejahteraan Sosial Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial
Terkait yang Meliputi Urusan
Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi,
Sosial yang Kesehatan,
Meliputi Urusan Pemberdayaan
Sosial, Perempuan dan
Transmigrasi, Perlindungan Anak,
Kesehatan, Administrasi
Pemberdayaan Kependudukan Dan
Perempuan dan Pencatatan Sipil,
Perlindungan Anak, | Pemberdayaan
Administrasi Masyarakat dan Desa,
Kependudukan Pengendalian Penduduk
Dan Pencatatan dan KB
Sinil
Pelaksanaan Kebijakan, |Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Evaluasi, dan Capaian |Kebijakan, Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan
Kinerja Terkait Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Rakyat
Kesejahteraan Capaian Kinerja Kesejahteraan
Masyarakat Terkait Masyarakat yang Meliputi
Kesejahteraan Urusan Kepemudaan dan
Masyarakat yang {Olahraga, Pariw isata,
Meliputi Urusan Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan | Perpustakaan,
Olahraga, Kearsipan, Trantibum
Pariw isata, Linmas
Pendidikan,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan
Fasilitasi dan Koordinasi {Terlaksananya {persentase penyusunan iFasilitasi Penyusunan Terfasilitasinya Jumlah Produk Hukum Bagian Hukum
Hukum Fasilitasi dan produk hukum daerah Produk Hukum Daerah Penyusunan Daerah yang Disusun
koordinasi Produk Hukum
Hukum. Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum | Terlaksananya Jumlah Kasus yang Bagian Hukum

Mendapatkan Fasilitasi
Bantuan Hukum

Pendokumentasian
Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi
Hukum

Terlaksananya
Pendokumentasian
Produk Hukum dan
Pengelolaan
Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum
dan Pengelolaan
Informasi Hukumyang
Didokumentasi

Bagian Hukum
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Tujuan PD Sasaran PD RIS W TE) G Program Kinerja Program Indikator Program Kegiatan Km.e”a Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Kme”.aSUb Indikator Sub Kegiatan Penanggung
Sasaran PD Kegiatan Kegiatan Jaw ab
. - :
3 {Program Penunjang Terlaksananya Program Tingkat Kepuasan Bidang Perencanaan, Terlaksananya | Persentase pelaksanaan {Penyusunan Dokumen Tersusunnya Jumlah Dokumen Bagian Umum
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan terhadap Pelayanan Penganggaran, dan Perencanaan, perencanaan, Perancanaan Perangkat ;Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota ~ jPemerintahan Daerah Kesekretariatan Evaluasi Kinerja Penganggaran, |{penganggaran dan Daerah Perencanaan
Kabupaten/Kota Perangkat Daerah dan Evaluasi evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
B Koordinasi dan Tersedianya Jumlah Dokumen RKA- Bagian Umum
Penyusunan Dokumen Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD SKPD dan Laporan {Koordinasi Penyusunan
Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan
Dalauman. RICA
Koordinasi dan Tersedianya Jumlah Dokumen Bagian Umum
Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD | Perubahan RKA-  idan Laporan Hasil
SKPD dan Laporan {Koordinasi Penyusunan
Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan
Penyusunan RKA-SKPD
1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Terlaksananya Jumlah Laporan Evaluasi Bagian Umum
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah
N Administrasi Keuangan i Terlaksananya |Persentase pemenuhan |{Penyediaan Gaiji dan Tersedianya Gaji  {Jumlah Orang yang Bagian Umum
Perangkat Daerah Administrasi administrasi Keuangan i Tunjangan ASN dan Tunjangan Menerima Gaji dan
Keuangan Perangkat Daerah ASN Tunjangan ASN
Perangkat
Daerah
B Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Dokumen Bagian Umum
Penatausahaan dan Penatausahaan Penatausahaan dan
Pengujian/ verifikasi dan Pengujian/Verifikasi
keuangan SKPD Pengujian/Verifikas {Keuangan SKPD
i Keuangan SKPD
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah Dokumen Bagian Umum
Pelaksanaan Akuntansi  {Koordinasi dan Koordinasi dan
SKPD Pelaksanaan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
B Administrasi Barang Milik { Terlaksananya {Persentase pengelolaan {Penyusunan Tersedianya Jumlah Rencana Bagian Umum
Daerah pada Perangkat {Administrasi administrasi barang milik {Perencanaan Kebutuhan }{Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah Barang Milik daerah pada Perangkat {Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang {Daerah SKPD
Daerah pada Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Perangkat
Daerah
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Tujuan PD

Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja
Pegaw ai

Penilaian Kinerja Pegaw ai

Indikator Tujuan dan . . Kinerja . . . Kinerja Sub . . Penanggun
Sasaran PD y Indikator Program Kegiatan A ! Indikator Kegiatan Sub Kegiatan ] Indikator Sub Kegiatan 4
Sasaran PD Kegiatan Kegiatan Jaw ab
Administrasi Terlaksananya {Persentase pemenuhan |Pengadaan Pakaian Tersedianya Jumlah Paket Pakaian Bagian Umum
Kepegaw aian Perangkat jAdministrasi administrasi Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Dinas beserta Atribut
Daerah Kepegaw aian kepegaw aian Perangkat Kelengkapannya beserta Atribut kelengkapan
Perangkat Daerah Kelengkapan
Daerah
Pendataan dan Terlaksananya Jumlah Dokumen Bagian Umum
pengolahan Administrasi }Pendataan dan Pendataan dan
Kepegaw aian Pengolahan Pengolahan Administrasi
Administrasi Kepegaw aian
Kepegaw aian
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian Umum
Pelaksanaan Sistem Koordinasi dan Koordinasi dan
Informasi Kepegaw aian { Pelaksanaan Pelaksanaaan Sistem
Sistem Informasi  {Informasi Kepegaw aian
Kepegaw aian
Monitoring, Evaluasi dan |Terlaksananya Jumlah Dokumen Bagian Umum
Penilaian Kinerja Pegaw ai{ Monitoring, Monitoring, Evaluasi, dan

Pendidikan dan pelatihan
Pegaw ai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Pegaw ai
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegaw ai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Bagian Umum

Sosialisasi Peraturan Terlaksananya Jumlah Orang yang Bagian Umum
Perundang-undangan Sosialisasi Mengikuti Sosialisasi

Peraturan Peraturan Perundang-

Perundang- Undangan

Undangan
Bimbingan Teknis Terlaksananya Jumlah Orang yang Bagian Umum
Implementasi Peraturan  {Bimbingan Teknis  {Mengikuti Bimbingan
Perundang-undangan Implementasi Teknis Implementasi

Peraturan Peraturan Perundang-

Perundang- Undangan

Undangan

Administrasi Umum

Terlaksananya

Persentase pemenuhan

Penyediaan Peralatan

Tersedianya

Jumlah Paket Peralatan

Bagian Umum

Perangkat Daerah Administrasi administrasi umum dan Perlengkapan Kantor { Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor
Umum Perangkat {Perangkat Daerah Perlengkapan yang Disediakan
Daerah Kantor
Penyediaan Peralatan Tersedianya Jumlah Paket Peralatan Bagian Umum

Rumah Tangga

Peralatan Rumah
Tangga

Rumah Tangga yang
Disediakan
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Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

. Indikator Tujuan dan N . . Kinerja . . . Kinerja Sub . . Penanggun
Tujuan PD Sasaran PD ) Program Kinerja Program Indikator Program Kegiatan 1] Indikator Kegiatan Sub Kegiatan ] Indikator Sub Kegiatan ey
Sasaran PD Kegiatan Kegiatan Jawab
e e e - e e v .
Penyediaan Bahan Tersedianya Jumlah Paket Bahan Bagian Umum
Logistik Kantor Bahan Logistik Logistik Kantor yang
Kantor Disediakan
Penyediaan Barang Tersedianya Jumlah Paket Barang Bagian Umum
Cetakan dan Barang Cetakan Cetakan dan
Penggandaan dan Penggandaan |Penggandaan yang
Disediakan
N Penyediaan Bahan Tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Bagian Umum
Bacaan dan Peraturan  {Bahan Bacaan dan {Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan
Perundang- yang Disediakan
undangan
N Fasilitasi Kunjungan Terlaksananya Jumlah Laporan Fasilitasi {  Bagian Umum
Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kunjungan Tamu
N Penyelenggaraan Rapat | Terlaksananya Jumlah Laporan Bagian Umum
Koordinasi dan Penyelenggaraan {Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi  {Koordinasi dan
dan Konsultasi Konsultasi SKPD
SKPD
B Pengadaan Barang Milik {Terlaksananya {Persentase penyediaan |Pengadaan Kendaraan Tersedianya Jumlah Unit Kendaraan Bagian Umum
Daerah Penunjang Pengadaan barang milik daerah Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas  {Dinas Operasional atau
Urusan Pemerintahan Barang Milik penunjang urusan Lapangan Operasional atau  {Lapangan yang Disediakan
Daerah Pemerintah Daerah Lapangan
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
N Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel {Jumlah Paket Mebel yang Bagian Umum
Disediakan
Pengadaan Peralatan dan | Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan{ Bagian Umum
Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Mesin Lainnya Disediakan
B Pengadaan Sarana dan Tersedianya Sarana {Jumlah Unit Sarana dan Bagian Umum
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Indikator Tujuan dan
Sasaran PD

Indikator Program

Kegiatan

:

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kinerja
Kegiatan

8

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Indikator Kegiatan

9
Persentase penyediaan
jasa penunjang urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

0

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Kinerja Sub
Kegiatan

u

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan

»
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penanggung
Jaw ab

B

Bagian Umum

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan

Bagian Umum

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Bagian Umum

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

Bagian Umum

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Terlaksananya
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Persentase pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya

Bagian Umum

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Bagian Umum

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Bagian Umum

Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung
Kantor dan
BangunanLainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang

Dipelihara/Direhabilitasi

Bagian Umum
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Kinerja
Kegiatan

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan dan
Sasaran PD

Program

Kinerja Program

Indikator Program

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Sub Kegiatan

0

Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Kinerja Sub
Kegiatan

1
Terlaksananya
Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

| Jumlah Sarana dan

Indikator Sub Kegiatan

»

Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Penanggung
Jaw ab

B

~Bagian Umum |

Administrasi Keuangan | Terlaksananya |Persentase Pemenuhan |Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji  {Jumlah Orang yang Bagian Umum
dan Operasional Kepala {Administrasi Administrasi Keuangan {Tunjangan Kepala dan Tunjangan Menerima Gaiji dan
Daerah dan Wakil Kepala {Keuangan dan |dan Operasional Kepala |{Daerah dan Wakil Kepala {Kepala Daerah dan | Tunjangan Kepala
Daerah Operasional Daerah dan Wakil Kepala {Daerah Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Kepala Daerah | Daerah Daerah Daerah

dan Wakil Kepala

Daerah

Penyediaan Pakaian Tersedianya Jumlah Paket Pakaian Bagian Umum

Dinas dan Atribut
Kelengkapan KDH dan
Wakil KDH

Pakaian Dinas dan
Atribut
Kelengkapan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah

Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang Disediakan

Penyediaan Dana

Tersedianya Dana

Jumlah Orang yang

Bagian Umum

Penunjang Operasional | Penunjang Menerima Dana
Kepala Daerah dan Wakil { Operasional Penunjang Operasional
Kepala Daerah Kepala Daerah dan | Kepala Daerah dan Wakil
Wakil Kepala Kepala Daerah
Daerah
Fasilitasi Terlaksananya | Persentase Pemenuhan |Penyediaan Kebutuhan |Tersedianya Jumlah Paket Kebutuhan Bagian Umum
Kerumahtanggaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Rumah Tangga Kepala Kebutuhan Rumah {Rumah Tangga Kepala
Sekretariat Daerah Kerumahtanggaa | Sekretariat Daerah Daerah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
n Sekretariat Daerah
Daerah

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah

Terlaksananya
Penyediaan
Kebutuhan Rumah
Tangga Wakil
Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah yang
Disediakan

Bagian Umum

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga
Sekretariat Daerah

Terlaksananya
Penyediaan
Kebutuhan Rumah
Tangga Sekretariat
Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga
Sekretariat Daerah yang
Disediakan

Bagian Umum
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. Indikator Tujuan dan ) . . ) Kinerja . . . Kinerja Sub . . Penanggung
Tujuan PD Sasaran PD Program Kinerja Program Indikator Program Kegiatan . Indikator Kegiatan Sub Kegiatan N Indikator Sub Kegiatan
Kegiatan Kegiatan Jaw ab
4 n
2 {Meningkatkan Indeks Perekonomian Program Perekonomian Tercapainya BUMD dan 1 {Persentase implementa: Pelaksanaan Kebijakan {Tercapainya Persentase BUMD Koordinasi, Sinkronisasi, {Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
kualitas kebijakan Dan Pembangunan BLUD berkinerja Baik dan kebijakan Perekeonomian Perekonomian BUMD berkinerja {berkinerja baik Monitoring dan Evaluasi {Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi, {Perekonomian dan
perekonomian Tercapainya implementasi Baik (berdasarkan laporan Kebijakan Pengelolaan Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi SDA
kebijakan perekonomian Audited dan Evkin BPKP) { BUMD dan BLUD Monitoring dan Kebijakan Pengelolaan
Evaluasi Kebijakan {BUMD dan BLUD
Pengelolaan BUMD
dan BLUD
Tersusunnya Persentase Pengendalian dan Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Bagian
Rekomendasi terlaksananya kebijakan | Distribusi Perekonomian | Pengendalian dan {Pengendalian dan Perekonomian dan
kebijakan perekonomian Distribusi Distribusi Perekonomian SDA
perekonomian Perekonomian
Perencanaan dan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Pengaw asan Ekonomi Perencanaan dan |Perencanaan dan Perekonomian dan
Mikro Pengaw asan Pengaw asan Ekonomi SDA
Kecil Ekonomi Mikro Kecil Mikro Kecil
Tercapainya Persentase BLUD Koordinasi, Sinkronisasi | Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
BLUD berkinerja {berkinerja baik dan Evaluasi Kebijakan  {Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi {Perekonomian dan
Baik (berdasarkan laporan Pembentukan BLUD Sinkronisasi dan danEvaluasi Kebijakan SDA
kinerja keuangan dan non Evaluasi Kebijakan {Pembentukan BLUD
keuangan) Pembentukan
BLUD
Pemantauan Kebijakan Tersusunnya Persentase Koordinasi, Sinkronisasi | Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Sumber Daya Alam Rekomendasi terlaksananya dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi, {Perekonomian dan
kebijakan sumber {pemantauan kebijakan Pertanian, Kehutanan, Sinkronisasi, dan {dan Evaluasi Kebijakan SDA
daya alam sumber daya alam Kelautan, dan Perikanan {Evaluasi Kebijakan {Urusan Pertanian,
Urusan Pertanian, {Pangan, Kehutanan,
Pangan, Kelautan dan Perikanan,
Kehutanan, Perdagangan,
Kelautan dan Perindustrian, KUKM,
Perikanan, Penanaman Modal,
Perdagangan, Tenaga Kerja
Perindustrian,
KUKM, Penanaman
Modal, Tenaga
Kerja
Koordinasi, Sinkronisasi | Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi, {Perekonomian dan
Pertambangan dan Sinkronisasi, dan {dan Evaluasi Kebijakan SDA
Lingkungan Hidup Evaluasi Kebijakan {Urusan Pertambangan
Urusan dan Sumber Daya
Pertambangan dan | Mineral, Lingkungan
Sumber Daya Hidup, Kominfo,
Mineral, Perhubungan, Statistik,
Lingkungan Hidup, {Persandian
Kominfo,
Perhubungan,
Statistik,
Persandian
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Tujuan PD Sasaran PD EMEEr W CE Program Kinerja Program Indikator Program Kegiatan Kln.erja Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Klner!aSub Indikator Sub Kegiatan Penanggung
Sasaran PD Kegiatan Kegiatan Jawab
Koordinasi, Sinkronisasi jTerlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
dan Evaluasi Kebijakan Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi, |Perekonomian dan
Energi dan Air Sinkronisasi, dan {dan Evaluasi Kebijakan SDA
Evaluasi Kebijakan {Urusan Energi dan Air,
Urusan Energi dan | Pekerjaan Umum dan
Air, Pekerjaan Penataan Ruang,
Umum dan Perumahan Rakyat dan
Penataan Ruang, [Kawasan Permukiman,
Perumahan Rakyat | Pertanahan
dan Kaw asan
Permukiman,
Pertanahan
3 i Meningkatkan Indeks Pelaksanaan Program Perekonomian Ketepatan pelaksanaan 1 {Persentase ketepatan Pelaksanaan AdministrasiiTerlaksananya | Persentase realisasi Fasilitasi Penyusunan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
kualitas kebijakan Pembangunan Dan Pembangunan kegiatan pembangunan pelaksanaan kegiatan Pembangunan kegiatan pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan  jFasilitasi Fasilitasi Penyusunan Administrasi
pembangunan pembangunan Pembangunan pembangunan Penyusunan Program Pembangunan Pembangunan
Program Daerah
Pembangunan
Pengendalian dan Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Bagian
Evaluasi Program Pengendalian dan |Pengendalian dan Administrasi
Pembangunan Evaluasi Program |Evaluasi Program Pembangunan
Pembangunan Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan | Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Bagian
Pelaporan Pelaksanaan |{Pengelolaan Pengelolaan Evaluasi dan Administrasi
Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Pelaporan Pembangunan
Pelaksanaan
Pembangunan
4 {Meningkatkan Indeks Pelaksanaan Program Perekonomian Ketepatan pelaksanaan 1 {Persentase pelayanan Pengelolaan Pengadaan |Terlaksananya |Persentase Proses Pengelolaan Pengadaan |Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
kualitas kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dan Pembangunan pengadaan barang/jasa pemilihan penyedia barang dan Jasa pengadaan Tender/Seleksi yang Barang/Jasa pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Pengadaan
pengadaan Pemerintah barang/jasa yang tepat barang/jasa sesuai dengan rencana pengadaan Barang/ dan Jasa Barang dan Jasa
barang/jasa sesuai SOP umum pengadaan (RUP) barang/jasa
pemerintah
Pengelolaan Layanan Terlaksananya Jumlah dokumen hasil Bagian
Pengadaan Secara pengelolaan layanan pengadaan Pengadaan
Elektronik layanan secara elektronik Barang dan Jasa
pengadaan secara
elektronik
Pembinaan dan Advokasi | Terlaksananya Jumlah orang yang Bagian
Pengadaan Barang dan |{pelaksanaan mengikuti pembinaan dan Pengadaan
Jasa pembinaan dan pembinaan advokasi Barang dan Jasa
advokasi pengadaan barang/jasa
pengadaan barang
dan jasa
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Tujuan PD Sasaran PD Indikator Tujuan dan Program Kinerja Program Indikator Program Kegiatan Kln_erja Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Klner!aSub Indikator Sub Kegiatan Penanggung
Sasaran PD Kegiatan Kegiatan Jawab
2 i Meningkatnya Nilai Akuntabilita Kinerja
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Kinerja Instansi (AKIP)
Pemerintah
(AKIP) |
1 {Meningkatkan Kinerja Nilai AKIP Kota Pontianak Program Penunjang Terlaksananya Program Nilai komponen Pelaporan Penataan Organisasi Terlaksananya |Persentase Laporan Peningkatan Kinerja dan | Terlaksananya Jumlah Dokumen Bagian Organisasi
Pelaporan Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Kinerja SAKIP Kota Pontianak Laporan Kinerja {Kinerja Perangkat daerah {Reformasi Birokrasi Peningkatan Peningkatan Kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja Daerah Kabupaten/Kota  iPemerintahan Daerah Perangkat yang tersusun Baik Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota daerah yang Reformasi
(AKIP) tersusun Baik Birokrasi
Koordinasi dan Terlaksananya Jumlah Dokumen Bagian Organisasi
Penyusunan Laporan Koordinasi dan Koordinasi dan
Kinerja Pemerintah Penyusunan Penyusunan Laporan
Daerah Laporan Kinerja Kinerja Pemerintah
Pemerintah Daerah ; Daerah
N 2 {Meningkatkan Nilai LPPD Kota Pontianak Program Pemerintahan Terlaksananya Persentase implementasi Administrasi Tata Terlaksananya |Persentase perangkat Penataan Administrasi | Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Capaian Kinerja Dan Kesejahteraan Rakyat i{implementasi kebijakan kebijakan Pemerintahan Pemerintahan Penataan daerah yang memenuhi | Pemerintahan Penataan Penataan Administrasi Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan Administrasi indikator kinerja kunci Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan (IKK) Pemerintahan
B Pengelolaan Administrasi { Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Kew ilayahan Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Administrasi Kew ilayahan
Kew ilayahan
N Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Otonomi Daerah Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Otonomi
N Fasilitasi Kerja Sama Terlaksananya {Persentase Fasilitasi Fasilitasi Kerja Sama Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Bagian
Daerah Fasilitasi Kerja  {Kerja Sama Daerah Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Fasilitasi Kerja Sama Pemerintahan
Sama Dalam Sama Dalam Negeri{ Dalam Negeri
Negeri
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Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak terdiri dari 2 Tujuan dan 6

Sasaran Perangkat Daerah di antaranya :
Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Sasaran : 1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

Program: 1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

1.1.2.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
1.2. Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian
Program: 1.2.1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

1.3. Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan
Program : 1.3.1.Program Perekonomian Dan Pembangunan
1.4. Meningkatkan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

Program : 1.4.1.Program Perekonomian Dan Pembangunan

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Sasaran : 2.1. Meningkatkan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

Program: 2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

2.2.Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Program: 2.2.1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis diperlukan
strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang ada di RPD. Strategi untuk mencapai Tujuan
dan Sasaran Sekretariat Daerah dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa
lingkungan yaitu S — O (Strengths — Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau
keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi
merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi
program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu
kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun
bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan

memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka Tujuan, Sasaran,
Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah yang direncanakan untuk Periode Tahun
2024 — 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel V-1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Bagian
Penanggungjawab
Meningkatnya Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas pelayanan Melakukan evaluasi secara berkala agar kelembagaan dapat ditata sesuai kondisi
Kualitas Layanan pelayanan perangkat perangkat daerah dengan mengacu ideal suatu organisasi
sl Sl Ba: da Eere;tura: PE rrulngang— Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar kualitas pelayanan .
angan yang berlaku publik terus meningkat Bagian
Organisasi

Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah agar memenuhi
peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik

Memfasilitasi semua kegiatan yang berkaitan dengan hari jadi Kota Pontianak
serta upacara-upacara hari besar Nasional maupun daerah

Melakukan dialog interaktif, jumpa pers, pers release, kerjasama dibidang
publikasi dan iklan dengan media cetak dan elektronik

Bagian Protokol
dan Komunikasi

Melaksanakan fasilitasi terhadap pelayanan keprotokolan Pimpinan

Melaksanakan dokumentasi kegiatan kepala daerah melalui sarana rekaman

visualisasi dan penerbitan majalah warta kota

Memfasilitasi madrasah non formal dan posyandu di kota pontianak

Memfasilitasi jemaah haji, petugas TPHD dan TKHD selama musim haji Bagian
Kesejahteraan

Melasanakan fasilitasi kepada guru ngaji, petugas fardu kifayah, rumah ibadah Rakyat

dan petugas lembaga keagamaan

Membina dan memfasilitasiPerangkat Daerah dan SDM penyusun produk hukum
daerah

Memberikan pendampingan kasus hukum, sosialisasi dan penyuluhan hukum
kepada pejabat daerah dan aparatur

Mengkaji produk hukum yang telah dikeluarkan agar tetap efektif berlaku di
masyarakat

Bagian Hukum

V-66



Meningkatkan kualitas
kebijakan perekonomian

Meningkatkan kualitas kebijakan
perekonomian

Menyediakan bahan regulasi dan kebijakan data informasi guna peningkatan
pelayanan BUMD kepada masyarakat

Mengikuti berbagai pameran guna mempromosikan produk unggulan daerah
kepada masyarakat luas

Melakukan Pengendalian Perekonomian Bagian
Perekonomian
Melakukan Percepatan Akses Keuangan Daerah dan SDA
Melakukan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Melakukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas kebijakan Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka percepatan proses Bagian
kebijakan pembangunan pembangunan pembangunan Administrasi
Pembangunan
Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas kebijakan Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur SDM Pengelola Pengadaan
kebijakan pengadaan pengadaan barang/jasa pemerintah Barang/Jasa.
barang/jasa pemerintah Meningkatkan dan penguatan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, tata laksana dan
dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan level kematangan Bagi
kelembagaan. gran
Pengadaan

Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan teknis terkait, dalam
pengembangan dan integrasi sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa.

Meningkatkan pembinaan dan advokasi permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
dalam mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang kredibel dan berintegritas.

Barang dan Jasa

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

Meningkatkan Kinerja
Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

Meningkatkan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan rata-rata nilai
capaian Kinerja Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)

Meningkatkan Pelaporan Kinerja
Pemerintahan

Membina dan memfasilitasi OPD dalam penyusunan SAKIP

- - - — - Bagian
Melakukan asistensi dan menghimpun hasil kinerja seluruh bagian secara berkala Orgagr]ﬂsasi
Membina dan memfasilitasi OPD dalam pengisian indikator kinerja kunci Bagian

keberhasilan kegiatan pemerintah daerah

Pemerintahan

Memberikan pembekalan kepada aparatur kecamatan, aparatur kelurahan
pengurus RW, dan RT di Kota Pontianak

Meningkatkan kerjasama
Pemerintah Kota Pontianak dengan
Kota-kota lainnya

Berpartisipasi penuh dalam kegiatan APEKSI dan musyawarah koordinasi
wilayah V Kalimantan

Bagian
Pemerintahan
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BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun

2024-2026, memperhatikan:

1.

3.
4.
5.

Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kota Pontianak sampai
dengan tahun 2026;

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra
Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

Isu-isu strategis yang berkembang;

Kebijakan nasional; dan

Regulasi yang berlaku.

Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan

selama 3 (tiga) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan

sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
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e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
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k. Penataan Organisasi

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata
Laksana

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

I.  Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Keprotokolan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

a. Administrasi Tata Pemerintahan

Penataan Administrasi Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat

c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

d. Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD

VI-70



b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
c. Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, dan Perikanan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
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Tabel VI-1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . . pada Tahun . .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat | Perangkat Daerah Lokasi
output Penanggungjawab
(output Perencanaan Daerah ggungj
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya
. . Sangat Sangat Sangat Sangat
Kualitas Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)] Sangat Baik g 54.285.851.950 9 53.732.179.950 9 53.436.643.950 g 161.454.675.850
Publik Baik Baik Baik Baik
Meningkatkan kualitas e
Nilai rata-rata IKM Perangkat
pelayanan perangkat falrata-ra rang 88.687 838 | 49768303585 839 | 49.614.631585 89 49.319.095585| 89 148.702.030.755
Daerah se Kota Pontianak
daerah
Program Penunjang Urusan
4.01.01 Pemerintahan Daerah Nilai IKM Sekretariat Daerah 98.386 98.5 3.510.670.883 98.6 3.310.670.883 98.7 3.310.670.883 98.7 10.132.012.649
Kabupaten/Kota
- Persentase capaian penataan
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi organisasi P P 100% 100% 1.382.543.175] 100% 1.182.543.175] 100% 1.182.543.175] 100% 3.747.629.525
Pengelolaan Kelemb. d Jumlah Dok Pengelol
4010121301 | ngeolaan velembagaan dan - umian Dokumen Fengeloaan 5 Dokumen 5 732252050 5 632252050 5 632.252050| 15 1.996.756.150
Analisis Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bagian
4,01.01.2.13.02 Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 Laporan 4 578.601.600] 4 478.601.600] 4 478.601.600] 12 1.535.804.800] Organisasi
o . o Kota
Monitoring Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, Pontianak
4,01.01.2.13.04 Pengendalian Kualitas Pelayanan |Evaluasi dan Pengendalian Kualitas | 1 Dokumen 1 71.689.525) 1 71.689.525) 1 71.689.525) 3 215.068.575
Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana
» o E:;sae::tcja;:r:;]mlah fasilitasi kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%
40101214  |eiaksanaan Protoko 2.128.127.708 2.128.127.708 2.128.127.708 6.384.383.124
Komunikasi Pimpinan - ——
persentase jumlah publikasi kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%
kepala daerah
o I I Bagian Protokol
[ Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi eaci
401.01.2.1401  |Fasilitasi Keprotokolan P 4 Laporan 4 531.952.365 4 531.952.365 4 531.952.365] 12 1.505.857.095| dan Komunikasi
Keprotokolan Pimpinan
L Lo Jumlah La Hasil Fasilitasi
4010121402  |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |- -aporan nasirasiitast 3Laporan 3 790267943 3 799267943 3 799267943 9 2397.803.829
Komunikas Pimpinan
4010121403  |Pendokumentasian Tugas Jumiah Laporan Pendokumentasian |- ) ;2 4 796.907.400] 4 796.907.400] 4 796907400 12 2:390.722.200
Pimpinan Tugas Pimpinan
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Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . . pada Tahun N .
ahun ahun ahun eriode Renstra Peran
Tujuan Sasaran Kode Programdan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Py gkat | Perangkat Daerah Lokasi
= .
(output) Perencanaan Daerah enanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.01.02 Program Pemerintahan Dan Persentase implementasi kebijakan 100% 100% 10.453.840.540| 100% | 10.253.790.140] 100% 10.253.790.140]  100% 30.961.420.820
Kesejahteraan Rakyat Hukum dan kesra
4.01.02.2.02 PR (T PEESCHESD CREMEEEIEIET 100% 100% 9.096.517.900|  100% 8.996.517.900]  100% 8.996.517.900]  100% 27.089.553.700
Kesejahteraan Rakyat sosial masyarakat yang difasilitasi
Fasilitasi P lol Bina Mental |Jumlah Dok Hasil Fasilitasi
4.01.02.2.02.01 astitasi Fengelolaan Bina MentajJumian Dokumen Hasi Fastiitasi 10 Dokumen 10 6442013300 10 6.342.013300| 10 6.342.013300| 30 10.126.039.900
Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial, .
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, | Transmigrasi, Kesehatan, B_aglan
4,01.02.2.02.02 dan Capaian Kinerja Terkait Pemberdayaan Perempuan dan 2 Dokumen 2 679.248.200) 2 679.248.200) 2 679.248.200) 6 2.037.744.600| Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak, Administrasi Rakyat
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, T::]ka::/l:?S:[J?B[rZ;a:: 21 ase)r/:zlge:n
4.01.02.2.02.03 dan Capaian Kinerja Terkait yang P o P 6 Dokumen 6 1.975.256.400 6 1.975.256.400] 6 1.975.256.400] 18 5.925.769.200
Kesejahteraan Masyarakat dan Olahraga, Pariwisata,
) Yy Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum EES:;t:::rgﬁnyusunan Rrodui 100% 100% 1.357.322.640 100% 1.257.272.240 100% 1.257.272.240 100% 3.871.867.120
4010220301  |"asilitasi Penyusunan Produk  JJumlah Produk Hukum Daerah yang | g5 no ) men | 780 526.870.700| 780 492.869.300| 780 492.869.300] 2340 1.512.609.300
Hukum Daerah Disusun
Bagian Hukum
4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jum.léh Kasus yang Mendapatkan 5 Kasus 5 536.078.400 5 484.303.400] 5 484.303.400] 15 1.504.685.200 9
Fasilitasi Bantuan Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum Jumlah Produk Hukum dan
4.01.02.2.04.03 A Pengelolaan Informasi Hukumyang | 50 Dokumen 50 294.373.540 60 280.099.540 60 280.099.540 170 854.572.620)
dan Pengelolaan Informasi Hukum| . .
Didokumentasi
Program Penunjang Urusan Tingkat K n Bidang terhad
4.01.01 Pemerintahan Daerah gikat Kepuasan Bidang terhadap 96% 95% 35.803.792.162 95% | 36.050.170.562 95% 35.754.634.562 95% | 107.608.597.286 | Bagian Umum
Pelayanan Kesekretariatan
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan |Persentase pelaksanaan
4.01.01.2.01 Bvaluasi Kinerja Perangkat perencanaan, penganggaran dan 100% 100% 122.301.400 100% 122.301.400 100% 122.301.400 100% 366.904.200
Daerah evaluasi kinerja Perangkat Daerah
4010120101 |enyusunan Dokumen Jumiah Dokumen Perencanaan 5 Dokummen 5 23.385.800 5 23385800 5 23.385.800] 15 70.157.400
Perancanaan Perangkat Daerah Perangkat
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
4.01.01.2.01.02 yusu Laporan Hasil Koordinasi 2 Dokumen 2 30.000.000 2 30.000.000] 2 30.000.000] 6 90.000.000|
Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, (DL CEPELE Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . . pada Tahun N .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat | Perangkat Daerah Lokasi
tput P jawab
(output) EETE R Daerah enanggungjawa
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
4.01.01.2.01.03 Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Penyusunan Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 24.153.900 2 24.153.900 2 24.153.900 6 72.461.700)
RKA-SKPD
4010120107  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah é’t;rrr::;k:z:poran Bvaluasi Kinerja 10 Laporan 10 44.761.700] 10 44761.700] 10 44.761.700] 30 134.285.100)
4.01.01.2.02 ARSI [EVEER RS0 (YR Qi e 100% 100% 21.355.783.005| 100% | 20.538.887.739| 100% 20.243.351.739|  100% 62.138.022.483
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
4010120201  |Penyediaan Gajidan Tunjangan  Jumlah Orang yang Menerima Gaji 142 142 19.713.331.000] 142 18.924.659.000] 142 18.629.123.000] 426 57.267.113.000
ASN dan Tunjangan ASN Orang/Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan |Jumlah Dokumen Penatausahaan
4.01.01.2.02.03 Pengujian/ verifikasi keuangan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 12 Dokumen 12 1.610.656.705) 12 1.582.433.439 12 1.582.433.439 36 4.775.523.583]
SKPD SKPD
4010120204  |/OOrdinasidan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasidan | 15 5oy umen 12 31.795300] 12 a1795.300] 12 317953000 36 95.385.900)
Akuntansi SKPD Pelaksanaan
o : Kota
. . - Persentase pengelolaan administrasi Bagian Umum N
4.01.01.2.03 AETITETESH BeErEmg) Mk barang milik daerah pada Perangkat 100% 100% 22176500 100% 22176500  100% 22.176.500|  100% 66.529.500 Pontianak
Daerah pada Perangkat Daerah
Daerah
Penyusunan Perencanaan Jumlah R Kebutuhan B
4010120301  |Kebutuhan Barang Milik Daerah [ UTman Rencana ebutuhan Barang {5 oy men 2 2176500 2 2176500 2 22176500 6 66.529.500
Milik Daerah SKPD
SKPD
Administrasi Kepegawaian (RETECTIESE (e
4.01.01.2.05 Peg administrasi kepegawaian 100% 100% 563.022.800 100% 413.022.800 100% 413.022.800 100% 1.389.068.400
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
4010120502  |"engadaan Pakaian Dinas Beserta [Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta | - poy o 1 244580000 1 244580000 1 2445800000 3 733.740.000
Atribut Kelengkapannya Atribut kelengkapan
Pendataan dan pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan
4.01.01.2.05.03 . . peng . Pengolahan Administrasi 12 Dokumen 12 29.482.100] 12 29.482.100 12 29.482.100 36 88.446.300
Administrasi Kepegawaian .
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
4.01.01.2.05.04 ) inast . X dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 4 Dokumen 4 18.611.600) 4 18.611.600) 4 18.611.600) 12 55.834.800]
Sistem Informasi Kepegawaian 3
Kepegawaian
Monitoring. Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring,
4.01.01.2.05.05 nhitoring, Evaluasi dan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 2 Dokumen 2 14486500 2 14486500 2 14486500 6 43.459.500
Penilaian Kinerja Pegawai Pegawai
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Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . . pada Tahun N .
Tujuan Sasaran Kode Programdan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat | Perangkat Dgerah Lokasi
(output) Perencanaan Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- . . |Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
Pendidikan d latihan P A oo
4.01.01.2.05.09 endidikan dan pefatinan Fegawal |, Fungsi yang Mengikuti 2 Orang 27 162000000 2 12000000 2 12.000000| 31 186.000.000)
Berdasarkan Tugas dan Fungsi S .
Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Perat P dang- Jumlah Orang yang Mengikuti
4.01.01.2.05.10 uﬁfj:nlseal;l eraturan Perundang- g, qjalisasi Peraturan Perundang- 100 Orang 100 51.862.600| 100 51.862.600| 100 51.862.600| 300 155.587.800)
9 Undangan
S . . |Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimb Teknis Impl; t
4.01.01.2.05.11 fmbingan Texnis Implementast g ingan Teknis Implementasi 2 Orang 7 42000000 7 42000000 7 42000000 21 126.000.000)
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat |Persentase pemenuhan administrasi
4.01.01.2.06 9 p 100% 100% 4.262.198.357 100% 4.262.152.023 100% 4.262.152.023 100% 12.786.502.403
Daerah umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
4.01.01.2.06.02 4 Perlengkapan Kantor yang 12 Paket 12 187.625.000 12 187.625.000] 12 187.625.000] 36 562.875.000)
Perlengkapan Kantor S
Disediakan
4010120603 |Fenvediaan Peralatan Rumah Jumiah Paket Peralatan Rumah 12 Paket 12 224578800| 12 224578800 12 224578800 36 673.736.400 ) Kota
Tangga Tangga yang Disediakan Bagian Umum .
Pontianak
Jumlah Paket Bahan Logistik Kant
4010120604  |Penyediaan Bahan Logistik Kantor| - o - aKet Bahan LOGISUKKanton] 5 payet 12 685100000 12 685.100.000| 12 685.100.000| 36 2.055.300.000
yang Disediakan
4010120605 |Fenvediaan Barang Cetakan dan  Jumiah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 203620350 12 203620350] 12 203620350] 36 880.861.050
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
4.01.01.2.06.06 Y Peraturan Perundang-Undangan 12 Dokumen 12 60.000.000 12 60.000.000] 12 60.000.000] 36 180.000.000
Peraturan Perundang-undangan S
yang Disediakan
I . Jumlah Laporan Fasilitasi
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu . 12 Laporan 12 2.074.781.207 12 2.074.734.873] 12 2.074.734.873] 36 6.224.250.953
Kunjungan Tamu
Penvelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
4.,01.01.2.06.09 d 99 p Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 12 736.493.000) 12 736.493.000] 12 736.493.000] 36 2.209.479.000

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SKPD
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Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . . pada Tahun N .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat | Perangkat Daerah Lokasi
(output) Perencanaan Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pengadaan Barang Milik Daerah |Persentase penyediaan barang milik
4.01.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintahan |daerah penunjang urusan 100% 100% 868.748.700] 100% 868.748.700 100% 868.748.700 100% 2.606.246.100
Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas
4.01.01.2.07.02 9 . Operasional atau Lapangan yang 0 Unit 1 311.413.000 1 311.413.000] 1 311.413.000 3 934.239.000]
Operasional atau Lapangan -,
Disediakan
Jumlah Paket Mebel
4010120705  |Pengadaan Mebel [;?eziak:ne ebelyang 43 Unit 3 37615300 43 376153000 43 37615300 129 112.845.900)
4010120706 | en9adaan Peralatan dan Mesin - |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 15 Unit 15 372102100 15 3721921000 15 372102100 45 1.116.576.300
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
4.01.01.2.07.10 Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan 2 Unit 2 147.528.300) 2 147.528.300] 2 147.528.300 6 442.584.900
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase penyediaan jasa
4.01.01.2.08 ! A J penunjang urusan Pemerintah 100% 100% 3.157.959.700 100% 3.157.959.700 100% 3.157.959.700 100% 9.473.879.100
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
. Kota
Bagian Umum Pontianak
lah Py i
4010120801  |Penyediaan Jasa Surat Menyurat |2uah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 13800000 12 13800000 12 13800000 36 41.400.000
Surat Menyurat
Penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.02 Y . A Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 12 1.598.228.000 12 1.598.228.000] 12 1.598.228.000 36 4.794.684.000]
Sumber Daya Air dan Listrik - o
Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.03 Y’ Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan 12 724.034.500 12 724.034.500 12 724.034.500 36 2.172.103.500
Perlengkapan Kantor o
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4010020804 [ oV Y Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 12 821897200 12 821.897.200| 12 821.897.200| 36 2.465.691.600
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase pemeliharaan Barang
4.01.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang urusan 100% 100% 2.682.561.850 100% 2.682.561.850 100% 2.682.561.850 100% 8.047.685.550
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas .
4.01.01.2.09.01 12 Unit 12 423.160.000 12 423.160.000] 12 423.160.000]| 36 1.269.480.000

Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

VI-76




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, (i Gt Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . B pada Tahun X .
Tujuan Sasaran Kode Programdan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat | Perangkat Daerah Lokasi
output, Penanggungjawab
(output) Perencanaan Daerah ggungjaw:
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemelih Pajak, ional
401.01.2.09.02 iaya Pemelinaraan, Pajak, dan - [Operasional atau Lapangan yang 12 Unit 12 389.890000] 12 389.890000] 12 389.890000] 36 1.169.670.000
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
4010120006  |-emeliharaan Peralatan dan Mesin |Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnyal g, ).y 50 303830.050] 50 303830.050] 50 303830050] 150 911.490.150
Lainnya yang Dipelihara
. I Jumlah Gedung Kantor dan
4010120009  |-emelinaraan/ Rehabilitasi Gedung [ po o | ainnya yang 2 Unit 2 720737000 2 720737000 2 720737000 6 2.162.211.000
Kantor dan Bangunan Lainnya L . PR
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah dan Pi
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Gl:zrg;n Sira?t?)r:g u r;z:ra::an
4.01.01.2.09.10 dan Prasarana Gedung Kantor Lainnyga yang 9 1 Unit 1 844.944.800) 1 844.944.800f 1 844.944.800] 3 2.534.834.400]
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Administrasi Keuangan dan Persentase Pemenuhan Administrasi Kota
4.01.01.2.11 Operasional Kepala Daerah dan |Keuangan dan Operasional Kepala 100% 100% 758.210.000f 100% 938.210.000] 100% 938.210.000f 100% 2.634.630.000] Bagian Umum Pontianak
Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan  |Jumlah Orang yang Menerima Gaji
4.01.01.2.11.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala |dan Tunjangan Kepala Daerah dan |2 Orang/Bulan 0 0 2 180.000.000] 2 180.000.000] 4 360.000.000]
Daerah Wakil Kepala Daerah
. . A Jumlah Paket Pakaian Dinas d
Penyediaan Pakaian Dinas dan :tr;:t?ut KaeIZn akaalzr:I Kénaaia I;';erah
4.01.01.2.11.02 Atribut Kelengkapan Kepala elengiap P 2 Paket 2 42.960.000 2 42.960.000 2 42.960.000 6 128.880.000
. dan Wakil Kepala Daerah yang
Daerah dan Wakil Kepala Daerah -
Disediakan
Penyediaan Dana Penunjang Jumlah Orang yang Menerima Dana
4.01.01.2.11.04 Operasional Kepala Daerah dan Penunjang Operasional Kepala 2 Orang/Bulan 2 715.250.000 2 715.250.000] 2 715.250.000 6 2.145.750.000]
Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan FEBEREER PRIERLEL
4.01.01.2.12 . 99 Kerumahtanggaan Sekretariat 100% 100% 2.010.829.850] 100% 3.044.149.850] 100% 3.044.149.850] 100% 8.099.129.550
Sekretariat Daerah
Daerah
penvediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
4.01.01.2.12.01 Y Tangga Kepala Daerah yang 12 Paket 12 1.449.803.350| 12 1.449.803.350) 12 1.449.803.350) 36 4.349.410.050
Tangga Kepala Daerah L on
Disediakan
penvediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
4.01.01.2.12.02 Y Ny Tangga Wakil Kepala Daerah yang 12 Paket 12 361.026.500] 12 1.244.346.500) 12 1.244.346.500) 36 2.849.719.500]
Tangga Wakil Kepala Daerah s
Disediakan
penvediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
4.01.01.2.12.03 Y . Tangga Sekretariat Daerah yang 0 6 200.000.000] 12 350.000.000f 12 350.000.000] 30 900.000.000
Tangga Sekretariat Daerah Disediakan

VI-77




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. 5 B pada Tahun N .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
tput Py j b
(output) OGN Daerah enanggungjawal
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatkan kualitas Indeks Perekonomian 100 100 1.309.311.250| 100 1.209.311.250| 100 1.209.311.250| 100 3.727.933.750
kebijakan perekonomian
4.01.03 Program Perekonomian dan Persentase implementasi kebijakan 100% 100% 1.309.311.250|  100% 1.209.311.250|  100% 1.209.311.250|  100% 3.727.933.750
Pembangunan Perekonomian
Persentase BUMD berkinerja baik
(berdasarkan laporan Audited dan 100% 100% 100% 100% 100%
Evkin BPKP)
Pelaksanaan Kebijakan Persentase BLUD berkinerja baik
4.01.03.2.01 S S e Esaen (Ewem e 100% 100% 1.138.449.800 100% 1.138.449.800 100% 1.138.449.800 100% 3.415.349.400
keuangan dan non keuangan)
Py t: terlak kebijaki
ersentase terlaksananya kebijakan G AT T T T
perekonomian
Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi, Monitoring dan
4.01.03.2.01.01 Kebijakan Pengelolaan BUMD dan|Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 2 Dokumen 2 556.276.100 2 629.244.700) 2 629.244.700 6 1.814.765.500
BLUD BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Bagian Kota
4.01.03.2.01.02 - - . . 1 Laporan 4 295.750.300 4 295.750.300 4 295.750.300] 12 887.250.900] Perekonomian .
Perekonomian dan Distribusi Perekonomian Pontianak
dan SDA
Perencanaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan
4.01.03.2.01.03 . 9 dan Pengawasan Ekonomi Mikro 1 Dokumen 2 213.454.800] 2 213.454.800) 2 213.454.800 6 640.364.400)
Ekonomi Mikro .
Kecil
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
4.01.03.2.01.04 Evaluasi Kebijakan Pembentukan |Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | 1 Dokumen 1 72.968.600) 0 0 1 72.968.600)
BLUD Pembentukan BLUD
Pemantauan Kebijakan Sumber Persentase terlaksananya
4.01.03.2.04 D Al u ] u pemantauan kebijakan sumber daya 100% 100% 170.861.450 100% 70.861.450 100% 70.861.450 100% 312.584.350
aya Alam alam
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinkronisasi, de'an Evaluasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan Pertani Urusan Pertanian, Pangan,
4.01.03.2.04.01 valuasiisebljakan Fertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,| 1 Dokumen 1 66.102.150) 1 26.102.150) 1 26.102.150) 3 118.306.450
Kehutanan, Kelautan, dan . -
Perikanan Perdagangan, Perindustrian,
KUKM, Penanaman Modal, Tenaga
Kerja
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
s L Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Urusan Pertambangan dan Sumber
4.01.03.2.04.02 Evaluasi Kebijakan Pertambangan . ang . 1 Dokumen 1 52.305.400] 1 22.305.400) 1 22.305.400] 3 96.916.200)
dan Linakunaan Hidu Daya Mineral, Lingkungan Hidup,
gkung p Kominfo, Perhubungan, Statistik,
Persandian

VI-78




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, DB CEpelE Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. 5 . pada Tahun N .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
(output) Perencanaan Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan .
Koordinasi, Sinkronisasi dan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Bagian
4.01.03.2.04.03 o . . ! 1 Dokumen 1 52.453.900 1 22.453.900 1 22.453.900 3 97.361.700] Perekonomian
Evaluasi Kebijakan Energi dan Air [lUmumdan Penataan Ruang, dan SDA
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan
Meningkatkan kualitas Bagian
ning Indeks Pelaksanaan Pembangunan 91.01 92,01 1.210.933.875| 9251 1.010.933.875| 93.03 1.010.933.875| 93.03 3.232.801.625] Administrasi
kebijakan pembangunan
Pembangunan
4.01.03 Program Perekonomian Dan Persentase ketepatan pelaksanaan 95.16% 97.10% 1.210.933.875| 98.06% 1.010.933.875| 99.03% 1.010.933.875| 99.03% 3.232.801.625
Pembangunan kegiatan pembangunan
4.01.03.2.02 e A s (RIS (RIS L SEREE 100% 100% 1.210.933.875|  100% 1.010.933.875|  100% 1.010.933.875] 100% 3.232.801.625
Pembangunan kegiatan pembangunan
Fasilitasi Penvusunan Program Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4.01.03.2.02.01 4 g Penyusunan Program Pembangunan | 8 Dokumen 8 670.869.550] 8 577.175.350] 8 577.175.350] 24 1.825.220.250
Pembangunan
Daerah
4010320202 |Pengendalian dan Evaluasi Jumiah Laporan Hasil Pengendalian |\ oo 1 200.207.625] 1 164516025 1 164516025 3 538.239.675)
Program Pembangunan dan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
4.01.03.2.02.03 Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan| 8 Laporan 8 330.856.700) 8 269.242.500) 8 269.242.500 24 869.341.700)
Pembangunan Pembangunan
Meningkatkan kualitas Bagian
kebijakan pengadaan Indeks Pelaksanaan Pengadaan 04 % 1.997.303.240] 96550 1.897.303.240| 96.85 1.897.303.240| 9685 5.791.909.720]  Pengadaan Kota
3 . Barang/Jasa Pemerintah Pontianak
barang/jasa pemerintah Barang dan Jasa
Program Perekonomian Dan Persentase pelayanan pemilihan
4.01.03 9 ! penyedia barang/jasa yang tepat 91.72% 93% 1.997.303.240 94% 1.897.303.240 95% 1.897.303.240 95% 5.791.909.720
Pembangunan A
sesuai SOP
Pengelolaan Pengadaan baran Persentase Proses Tender/Seleksi
4.01.03.2.03 dan?]asa 9 9 yang sesuai dengan rencana umum 100% 100% 1.997.303.240] 100% 1.897.303.240] 100% 1.897.303.240 100% 5.791.909.720
pengadaan (RUP)
4010320301 |Pengelolaan Pengadaan Jumiah Dokumen Hasil Pengelolaan {5 o1 men| g0 2926858000 80 2926858000 80 292685800 240 §78.057.400
Barang/Jasa Pengadaan Barang/ dan Jasa
4010320302  |Fengelolaan Layanan Pengadaan - |Jumlah dokumen hasil layanan 45 Dokumen 45 3912431000 45 2912431000 45 291.243.100] 135 973.729.300)
Secara Elektronik pengadaan secara elektronik
. . Jumlah orang yang mengikuti
4010320303 |Pempinaan dan Advokasi pembinaan dan pembinaan advokasi| 350 Orang 350 1313374340 350 1313374340 350 1.313374.340| 1050 3.940.123.020)
Pengadaan Barang dan Jasa )
pengadaan barang/jasa
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Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. 5 - pada Tahun N .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
(output) Perencanaan Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai Akuntabilita Kinerja Instansi Bagian
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 72.28 (BB) 80 (A) 2.621.929.050] 81 (A) 2.386.929.050] 82 (A) 2.386.929.050| 82 (A) 7.395.787.150 Organisasi
Pemerintah (AKIP)
Meningkatkan Kinerja
Pelaporan Akuntabilitas Nilai AKIP Kota Pontianak 7228 80 404.114350| 81 304.114.350| 82 304.114.350| 82 1.012.343.050
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Program Penunjang Urusan Nilai komponen Pel ran Kineri
4.01.01 Pemerintahan Daerah al omponen Fetaporan Kinerja 1111 12 404114350 121 304.114.350| 122 304.114.350| 122 1.012.343.050
SAKIP Kota Pontianak
Kabupaten/Kota
Persentase Laporan Kinerja
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Perangkat daerah yang tersusun 100% 100% 404.114.350 100% 304.114.350 100% 304.114.350 100% 1.012.343.050
Baik
4010121303 |Peningkatan Kinerja dan Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 1 124624450 1 124624450 1 124624450 3 373.873.350)
Reformasi Birokrasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
4.01.01.2.13.05 Laporan Kinerja Pemerintah Penyusunan Laporan Kinerja 2 Dokumen 2 279.489.900] 2 179.489.900 2 179.489.900 6 638.469.700
Daerah Pemerintah Daerah
Meningkatkan Capaian Bagian Kota
Kinerja Penyelenggaraan Nilai LPPD Kota Pontianak BelumKeluar| Tinggi 2.217.814.700| Tinggi 2.082.814.700| Tinggi 2.082.814.700| Tinggi 6.383.444.100 ag .
N Pemerintahan Pontianak
Pemerintahan Daerah
4.01.02 Program Pemerintahan Dan Persentase implementasi kebijakan 100% 100% 2.217.814.700 100% 2.082.814.700 100% 2.082.814.700|  100% 6.383.444.100
Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan
Persentase perangkat daerah yang
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan |memenuhi indikator kinerja kunci 100% 100% 2.029.053.200 100% 1.894.053.200 100% 1.894.053.200 100% 5.817.159.600
(IKK)
4010220101  |Penataan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penataan 3 Dokumen 2 304.549.200] 2 304.549.200] 2 304549200, 6 913.647.600)
Pemerintahan Administrasi
4010220102 |Pengelolaan Administrasi Jumiah Dokumen Hasil Pengelolaan | 1, men 3 268.306.300] 3 200.306.300] 3 200.306.300] 9 668.918.900)
Kewilayahan Administrasi Kewilayahan
4010220103 |asilitasiPelaksanaan Otonomi  fJumiah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 Dokumen 2 1.456.197.700] 2 1.389.197.700] 2 1.389.197.700| 6 4.234.593.100
Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah F{;Z':;Z‘ase FERIHES] (Rl Sl 100% 100% 188.761.500|  100% 188.761.500| 100% 188.761.500| 100% 566.284.500
. N - |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri y ) 3 Dokumen 1 188.761.500 1 188.761.500 1 188.761.500 3 566.284.500]
Kerja Sama Dalam Negeri
56.907.781.000 56.119.109.000 55.823.573.000 168.850.463.000
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah kunci dalam melaksanakan monitoring
dan evaluasi kinerja, karena indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, indikator kinerja utama juga merupakan
akumulasi dari pencapaian indikator outcome program yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah Kota Pontianak setiap tahunnya dan sekaligus menunjukan kondisi ketercapaian
tujuan dari masing-masing sasaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang mendukung RPD Kota Pontianak Tahun
2024-2026 adalah Tujuan 3 Meningkatkan Tata kelola kepemerintahan yang baik.

Adapun Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026
sebagai berikut:
Sasaran 1 Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se Kota Pontianak
Sasaran 2 Indeks Perekonomian
Sasaran 3 Indeks Pelaksanaan Pembangunan
Sasaran 4 Indeks Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sasaran 5 Nilai AKIP Kota Pontianak
Sasaran 6 Nilai LPPD Kota Pontianak

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang mengacu kepada sasaran
tersebut, yaitu :
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Tabel VII-1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kondisi Kondisi
Kinerja pada . . Kondisi
NO indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun Km_erja p_ada
RPIJMD akhir periode
RPJMD
Tahun 2022 2024 2025 2026
@ ) ®3) 4) ®) (6) ©)
1 Indeks Kepuasan Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
Masyarakat (IKM) Baik Baik Baik Baik Baik
1. Nilai rata-rata IKM
Perangkat Daerah se 88.687 88.8 88.9 89 89
Kota Pontianak
2. Indeks Perekonomian 100 100 100 100 100
3. Indeks Pelaksanaan 91,01 92,01 92,51 93,03 93,03
Pembangunan
4. Indeks Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa 94 96 96,50 96,85 96,85
Pemerintah
Nilai Akuntabilita Kinerja
2 Instansi Pemerintah (AKIP) 7228 (BB) 80 (A) 81(A) 82(A) 82(A)
1. N|Ia|_AKIP Kota 7928 80 81 82 82
Pontianak
. Nilai
2. N"al. LPPD Kota Belum Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Pontianak Keluar
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026
ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2024-2026 yang merupakan target kinerja yang ingin
dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta
capaian Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pontianak lima tahun sebelumnya (2020-2024).
Adapun keberhasilan dalam pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah
disusun dalam Renstra 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan
Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota
Pontianak Tahun 2024-2026, rencana kinerja pencapaian outcome dan output diharapkan dapat
mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi aspek akuntabilitas berlandaskan sistem
akuntansi dan belanja milik daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta
sistem penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak harus
mengacu kepada dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pontianak
Tahun 2024-2026 dimaksud terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan
pemograman serta penganggaran masing-masing program dan kegiatan dengan tetap
berpedoman pada program, indikator program dan pendanaan indikatif yang terdapat dalam
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak

“WALI KOTA PONTIANAK
N o

RUSDI KAMTONO
-/



SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

JI. Rahadi Oesman No.3—Telp. (0561) 732570,733040, 733041, 733042, Fax. 736029 Pontianak 78111
Website : www.pontianak.go.id Email/Akun : sekda@pontianakkota.go.id
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Tabel VI-1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
(Sesudah dimutakhirkan berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . X pada Tahun .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
(output) Perencanaan Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya
Kualitas Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sangat Baik Sangat 54.285.851.950 Sangat 53.732.179.950 Sangat 53.436.643.950 Sangat 161.454.675.850
Publik Baik Baik Baik Baik
Meningkatkan kualitas o
pelayanan perangkat Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah | - gg o0 88.8 49.768.303.585|  88.9 49.614.631.585| 89 49.319.095585| 89 148.702.030.755
se Kota Pontianak
daerah
Program Penunjang Urusan
4.01.01 Pemerintahan Daerah Nilai IKM Sekretariat Daerah 98.386 985 3.510.670.883] 98.6 3.310.670.883] 98.7 3.310.670.883] 98.7 10.132.012.649
Kabupaten/Kota
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase capaian penataan organisasi 100% 100% 1.382.543.175] 100% 1.182.543.175] 100% 1.182.543.175| 100% 3.747.629.525
40101.2.130001  |Fengelolaan Kelembagaan dan Jumlah Dokumen Pengelolaan 5 Dokumen 5 732252050 5 632.252.050| 5 632.252.050| 15 1.996.756.150
Analisis Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
£.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata JJumlah Laporar_} Hasil Fasilitasi 4 Laporan 4 578.601.600 4 478.601.600 4 478.601.600 12 1.535.804.800 Bagian Organisasi
Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana
— . - Kota
Monitoring Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, Pontianak
4.01.01.2.13.0004  |Pengendalian Kualitas Pelayanan Evaluasi dan Pengendalian Kualitas 1 Dokumen 1 71.689.525 1 71.689.525 1 71.689.525 3 215.068.575
Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- o ol EE;S:lr:ZSai::rTlah fasilitasi kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%
401.01.2.14 elaksanaan Protokol dan 2128127708 2.128.127.708 2.128.127.708 6.384.383.124
Komunikasi Pimpinan tase iumlah publikasi kegiat
persentase jumlah publikasi kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%
kepala daerah i
— Bagian Protokol
401.01.2.14.0001 |Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 4 Laporan 4 531.952365] 4 531.952365] 4 531.952.365] 12 1.595.857.005| dan Komunikasi
Keprotokolan Pimpinan
4.01.012.14.0002  |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan ~ |?UM1ah Laporan Hasil Fasilitasi 3 Laporan 3 799.267.043] 3 799267943 3 799.267.943] 9 2.397.803.829
Komunlkis Pimpinan
4.01.01.2.14.0003  |Pendokumentasian Tugas Pimpinan JTuurglaihplf;z?r:?a: Pendokumentasian | ) -ooran 4 796.907.400] 4 796.907.400] 4 796.907.400| 12 2.390.722.200
401.02 Program Pemerintahan Dan Persentase implementas kebijakan 100% 100% 10453840540 100% | 10.253.790.140| 100% 10.253.790.140]  100% 30.961.420.820
Kesejahteraan Rakyat Hukum dan kesra
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan persentase organisasi/lembaga sosial 100% 100% 9.096.517.900]  100% 8.996.517.900] 100% 8.996.517.900] 100% 27.089.553.700
Kesejahteraan Rakyat masyarakat yang difasilitasi
401022020001 |Fasititast Pengelolaan Bina Mental - [Jumiah Dokumen Hasil Fasilitasi 10 Dokumen | 10 6442013300 10 6.342.013.300] 10 6.342.013.300] 30 19.126.039.900
Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Bagian
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Kesejahteraan
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Rakyat
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, JUrusan Sosial, Transmigrasi,
4.01.02.2.02.0002 Jdan Capaian Kinerja Terkait Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan | 2 Dokumen 2 679.248.200 2 679.248.200 2 679.248.200 6 2.037.744.600

Kesejahteraan Sosial

dan Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . ) pada Tahun .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
(output) P m— Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 8] 4 5] 6 7 8 9 10 E 2 E 14 15 16
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, |Kesejahteraan Masyarakat yang
4.,01.02.2.02.0003 Jdan Capaian Kinerja Terkait Meliputi Urusan Kepemudaan dan 6 Dokumen 6 1.975.256.400 6 1.975.256.400 6 1.975.256.400 18 5.925.769.200
Kesejahteraan Masyarakat Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan, Trantibum Linmas
Lo - 1t k huk
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum |Fe2 1185 PEVUSnan produkchukum - 504 100% 1.357.322.640| 100% 1.257.272.240| 100% 1.257.272.240|  100% 3.871.867.120
4.0102.2.030001 |Fasilitast Penyusunan Produk Jumlah Produk Hukum Daerah yang {764 pyomen]| 780 526.870.700] 780 492.869.300] 780 492.869.300| 2340 1.512.609.300
Hukum Daerah Disusun
I Bagian Huk
4.01.02.2.04.0002  |Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan 5 Kasus 5 536.078400] 5 484303400 5 484.303.400] 15 1.504.685.200| —o9'an Fukum
Fasilitasi Bantuan Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum Jumlah Produk Hukum dan
4.01.02.2.04.0003 . Pengelolaan Informasi Hukum yang 50 Dokumen 50 294.373.540 60 280.099.540 60 280.099.540 170 854.572.620
dan Pengelolaan Informasi Hukum . .
Didokumentasi
Program Penunjang Urusan Tingkat Kepuasan Bidang terhada
4.01.01 Pemerintahan Daerah J D . N P 96% 95% 35.803.792.162 95% 36.050.170.562 95% 35.754.634.562 95% 107.608.597.286 Bagian Umum
Pelayanan Kesekretariatan
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan |Persentase pelaksanaan perencanaan,
4.01.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat penganggaran dan evaluasi Kinerja 100% 100% 122.301.400] 100% 122.301.400] 100% 122.301.400] 100% 366.904.200
Daerah Perangkat Daerah
401012010001 |Penyusunan Dokumen Perancanaan |Jumiah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 5 23385800 5 23385800 5 23385800 15 70.157.400
Perangkat Daerah Perangkat
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan
4.01.01.2.01.0002 4 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan| 2 Dokumen 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 6 90.000.000
Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
4.01.01.2.01.0003 Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Penyusunan Dokumen Perubahan 2 Dokumen 2 24.153.900 2 24.153.900 2 24.153.900 6 72.461.700
RKA-SKPD
4.01.01.2.01.0007  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;igfgk';fpora” Evaluasi Kinerja 10 Laporan 10 44.761.700] 10 44761.700| 10 44.761.700| 30 134.285.100
4.01.01.2.02 (SIS (NG Persentase pemenuhan administrasi 100% 100% 21.355.783.005| 100% | 20.538.887.739] 100% 20.243.351.739]  100% 62.138.022.483| Bagian Umum
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
401012020001 |Fenvediaan Gaji dan Tunjangan  fJumlah Orang yang Menerima Gaji 142 142 10.713.331.000| 142 18.924.650.000 142 18.629.123.000| 426 57.267.113.000
ASN dan Tunjangan ASN Orang/Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.0003 Pengujian/ verifikasi keuangan .. e 12 Dokumen 12 1.610.656.705 12 1.582.433.439 12 1.582.433.439 36 4.775.523.583
SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.02.0004  |H00rdinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 12 Dokumen | 12 31.795300| 12 31795300 12 31.795300| 36 95.385.900

Akuntansi SKPD

Pelaksanaan




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . ) pada Tahun ! -
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat D_aerah Lokasi
(output) P m— Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 8] 4 5] 6 7 8 9 10 E 2 Q 14 15 16
Administrasi Barana Milik Persentase pengelolaan administrasi
4.01.01.2.03 9 barang milik daerah pada Perangkat 100% 100% 22.176.500] 100% 22.176.500] 100% 22.176.500] 100% 66.529.500
Daerah pada Perangkat Daerah Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan]Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
4.01.01.2.03.0001 Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 22.176.500 2 22.176.500 2 22.176.500 6 66.529.500
Administrasi Kepegawaian Persentase pemenuhan administrasi
4.01.01.2.05 ) 100% 100% 563.022.800] 100% 413.022.800] 100% 413.022.800] 100% 1.389.068.400
Perangkat Daerah kepegawaian Perangkat Daerah
4.0101.2.05.0002 |Fengadaan Pakaian Dinas Beserta - |Jumiah Paket Pakaian Dinas beserta 1 Paket 1 244580000 1 244580000 1 244580000 3 733.740.000
Atribut Kelengkapannya Atribut kelengkapan
Pendataan dan pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan
4.01.01.2.05.0003 - X peng X Pengolahan Administrasi 12 Dokumen 12 29.482.100 12 29.482.100 12 29.482.100 36 88.446.300
Administrasi Kepegawaian .
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi
4.01.01.2.05.0004 . . dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 4 Dokumen 4 18.611.600 4 18.611.600 4 18.611.600 12 55.834.800
Informasi Kepegawaian .
Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Jumiah Dokumen Monitoring,
4.01.01.2.05.0005 - g R Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 2 Dokumen 2 14.486.500 2 14.486.500 2 14.486.500 6 43.459.500
Kinerja Pegawai .
Pegawai
Pendidikan dan pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
4.01.01.2.05.0009 P g . dan Fungsi yang Mengikuti 2 Orang 27 162.000.000 2 12.000.000 2 12.000.000 31 186.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi . .
Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti
4.,01.01.2.05.0010 undangan 9 Sosialisasi Peraturan Perundang- 100 Orang 100 51.862.600 100 51.862.600 100 51.862.600 300 155.587.800
9 Undangan
N . . Jumlah Orang yang Mengikuti
401012050011 |Bimbingan Teknis implementasi oo oo e nic Implementasi 2 Orang 7 42000000 7 42000000 7 42000000 21 126.000.000
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-Undangan
4.01.01.2.06 OIS LI BTt | AR T el S 1] 100% 100% 4.262.198.357| 100% 4.262.152.023|  100% 4.262.152.023|  100% 12.786.502.403]  Bagian Umum Kota
Daerah umum Perangkat Daerah Pontianak
4.0101.2.06.0002 |Penvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatandan 12 Paket 12 187.625.000] 12 187.625.000{ 12 187.625.000{ 36 562.875.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
401.012.06.0003 |Fenvediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 12 Paket 12 224578800 12 224578800 12 224578800 36 673.736.400
Tangga Tangga yang Disediakan
4.01.01.2.06.0004 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;‘;T;agis'::;z:j:han Logistik Kantor |15 o et 12 685.100.000] 12 685.100.000] 12 685.100.000 36 2.055.300.000
401.012.06.0005 |Penvediaan Barang Cetakandan  |Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 203620.350| 12 203620350 12 203.620.350| 36 880.861.050
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . ) pada Tahun .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat D_aerah Lokasi
(output) P m— Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
penvediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
4.,01.01.2.06.0006 Y Peraturan Perundang-Undangan yang | 12 Dokumen 12 60.000.000 12 60.000.000 12 60.000.000 36 180.000.000
Peraturan Perundang-undangan o
Disediakan
4.01.01.2.06.0008 |Fasilitasi Kunjungan Tamu JT”arrr:jh Laporan Fasilitasi Kunjungan | -, | .0 12 2074781207 12 2074734873 12 2074.734873| 36 6.224.250.953
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah L aporan Penyelenggaraan
4.,01.01.2.06.0009 velengg . P Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 12 736.493.000 12 736.493.000 12 736.493.000 36 2.209.479.000
dan Konsultasi SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah |Persentase penyediaan barang milik
4.01.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintahan |daerah penunjang urusan Pemerintah 100% 100% 868.748.700] 100% 868.748.700] 100% 868.748.700] 100% 2.606.246.100
Daerah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas
4.01.01.2.07.0002 gad: Operasional atau Lapangan yang 0 Unit 1 311.413.000 1 311.413.000 1 311.413.000 3 934.239.000
Operasional atau Lapangan -
Disediakan
4.01.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 43 Unit 43 37.615.300 43 37.615.300 43 37.615.300 129 112.845.900
401.012.07.0006 |Pen9adaan Peralatan dan Mesin - [Jumiah Unit Peralatan dan Mesin 15 Unit 15 372192100 15 372192.100] 15 372192.100] 45 1.116.576.300
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana  JJumlah Unit Sarana dan Prasarana
4.01.01.2.07.0010 |Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan 2 Unit 2 147.528.300 2 147.528.300 2 147.528.300 6 442.584.900
Lainnya Lainnya yang Disediakan
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase penyediaan jasa penunjang | ;0 100% 3.157.959.700| 100% 3.157.959.700| 100% 3.157.959.700| 100% 9.473.879.100| Bagian Umum Kota
Urusan Pemerintahan Daerah urusan Pemerintah Daerah Pontianak
4.01.012.08.0001  |Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |2UMah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 13800000 12 13.800.000 12 13.800.000] 36 41.400.000
Surat Menyurat
penvediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.,01.01.2.08.0002 Y . Lo Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan 12 1.598.228.000 12 1.598.228.000 12 1.598.228.000 36 4.794.684.000
Sumber Daya Air dan Listrik o A
Listrik yang Disediakan
penvediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.0003 Y Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Laporan 12 724.034.500 12 724.034.500 12 724.034.500 36 2.172.103.500
Perlengkapan Kantor Lo
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4.01.01.2.08.0004 Kan);or 4 Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 12 821.897.200 12 821.897.200 12 821.897.200 36 2.465.691.600
Disediakan




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . ) pada Tahun ! .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
(output) P m— Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 8] 4 5] 6 7 8 9 10 E 2 E 14 15 16
Pemeliharaan Barang Milik Persentase pemeliharaan Barang Milik
4.01.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang urusan Pemerintah 100% 100% 2.682.561.850] 100% 2.682.561.850] 100% 2.682.561.850] 100% 8.047.685.550
Pemerintahan Daerah Daerah
;?Qyzdgzrefﬁi:::de;;h;r:zrll’ Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
4.01.01.2.09.0001 Y . J atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 12 Unit 12 423.160.000 12 423.160.000 12 423.160.000 36 1.269.480.000
Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinelihara dan dibayarkan Paiaknya
Kendaraan Dinas Jabatan P 4 Jakny
g?:yzdr—:zamnelﬁsai:::;!h:;azr;h Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
4.01.01.2.09.0002 ya  rajaK, atau Lapangan yang Dipelihara dan 12 Unit 12 389.890.000 12 389.890.000 12 389.890.000 36 1.169.670.000
Perizinan Kendaraan Dinas . . L.
. dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
4.0101.2.000006 |emeliharaan Peralatan dan Mesin - |Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya f g5 ;¢ 50 303.830.050| 50 303.830.050| 50 303.830.050| 150 911.490.150
Lainnya yang Dipelihara
. R Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
4.0101.2.000009 |Pemelinaraan Rehabilitasi Gedung |, o vang 2 Unit 2 720737000 2 720737000 2 720.737.000] 6 2.162.211.000
Kantor dan Bangunan Lainnya - d I
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana JJumlah Sarana dan Prasarana Gedung
4.01.01.2.09.0010 |dan Prasarana Gedung Kantor atau |Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1 844.944.800 1 844.944.800 1 844.944.800 3 2.534.834.400
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Administrasi Keuangan dan Persentase Pemenuhan Administrasi Kota
4,01.01.2.11 Operasional Kepala Daerah dan | Keuangan dan Operasional Kepala 100% 100% 758.210.000] 100% 938.210.000] 100% 938.210.000] 100% 2.634.630.000] Bagian Umum Pontianak
Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji
4.01.01.2.11.0001 |Kepala Daerah dan Wakil Kepala Jdan Tunjangan Kepala Daerah dan 2 Orang/Bulan 0 0 2 180.000.000 2 180.000.000 4 360.000.000
Daerah Wakil Kepala Daerah
eyt patan oo [ v o
4,01.01.2.11.0002 JAtribut Kelengkapan Kepala Daerah R gKap P 2 Paket 2 42.960.000 2 42.960.000 2 42.960.000 6 128.880.000
R dan Wakil Kepala Daerah yang
dan Wakil Kepala Daerah L
Disediakan
Penyediaan Dana Penunjang Jumlah Orang yang Menerima Dana
4.01.01.2.11.0004  ]Operasional Kepala Daerah dan Penunjang Operasional Kepala Daerah| 2 Orang/Bulan 2 715.250.000 2 715.250.000 2 715.250.000 6 2.145.750.000
Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ilitasi P P h
40101.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan ersentase pemenuhan 100% 100% 2.010.820.850]  100% 3.044.149.850| 100% 3.044.149.850| 100% 8.099.129.550
Sekretariat Daerah Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
penvediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
4.01.01.2.12.0001 Y Tangga Kepala Daerah yang 12 Paket 12 1.449.803.350 12 1.449.803.350 12 1.449.803.350 36 4.349.410.050
Tangga Kepala Daerah L o
Disediakan
penvediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
4.01.01.2.12.0002 Y X Tangga Wakil Kepala Daerah yang 12 Paket 12 361.026.500 12 1.244.346.500 12 1.244.346.500 36 2.849.719.500
Tangga Wakil Kepala Daerah Lo
Disediakan
penvediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
4.01.01.2.12.0003 Y - Tangga Sekretariat Daerah yang 0 6 200.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 30 900.000.000
Tangga Sekretariat Daerah Disediakan




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, nadaTahun Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
(output) P m— Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatkan kualitas Indeks Perekonomian 100 100 1.309.311.250] 100 1.200.311.250] 100 1.200.311.250] 100 3.727.933.750
kebijakan perekonomian
i P tase impl tasi kebijak
4.01.03 Program Perekonomian dan ersentase implementasi kebijakan 100% 100% 1.309.311.250| 100% 1.200.311.250| 100% 1.209.311.250 100% 3.727.933.750
Pembangunan Perekonomian
Persentase BUMD berkinerja baik
(berdasarkan laporan Audited dan 100% 100% 100% 100% 100%
Evkin BPKP)
Pelaksanaan Kebijakan Persentase BLUD berkinerja baik
ATE 20 Perekonomian (berdasarkan laporan kinerja 100% 100% LISV 100% LAGHAIEND 100% LIRSS 100% SAESIA
keuangan dan non keuangan)
Persentase t_erlaksananya kebijakan 100% 100% 100% 100% 100%
perekonomian
S - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisas, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
4.01.03.2.01.0001 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan . i 9 2 Dokumen 2 556.276.100 2 629.244.700 2 629.244.700 6 1.814.765.500
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
Pengelolaan BUMD dan BLUD
BLUD
. — . . Bagian
4.01.03201.0002 |Fengendalian dan Distribusi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian | | o0 4 205750300 4 295750300 4 295.750.300] 12 887.250.900] Perekonomian dan| _ °t2
Perekonomian dan Distribusi Perekonomian SDA Pontianak
Perencanaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan
4.01.03.2.01.0003 - g dan Pengawasan Ekonomi Mikro 1 Dokumen 2 213.454.800 2 213.454.800 2 213.454.800 6 640.364.400
Ekonomi Mikro .
Kecil
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
4.01.03.2.01.0004  JEvaluasi Kebijakan Pembentukan  |Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 1 Dokumen 1 72.968.600 0 0 1 72.968.600
BLUD Pembentukan BLUD
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber  |Persentase terlaksananya pemantauan | 0 100% 170.861.450|  100% 70.861.450]  100% 70.861.450]  100% 312.584.350
Daya Alam kebijakan sumber daya alam
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinas, Sinkroniasidan | SInkronisas dan Evaluast Kebijakan
4.01.03.2.04.0001 Evaluasi Kebijakan Pertanian, ’ gan, . 1 Dokumen 1 66.102.150 1 26.102.150 1 26.102.150 3 118.306.450
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,
' ! Perdagangan, Perindustrian, KUKM,
Penanaman Modal, Tenaga Kerja
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
A L Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Urusan Pertambangan dan Sumber
4.01.03.2.04.0002 |Evaluasi Kebijakan Pertambangan . R g . 1 Dokumen 1 52.305.400 1 22.305.400 1 22.305.400 3 96.916.200
dan Linokungan Hidu Daya Mineral, Lingkungan Hidup,
grung P Kominfo, Perhubungan, Statistik,
Persandian




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

) ) Indikator Kinerja Tujuan, Sas_aran, nadaTahun Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja )
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
(output) P m— Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 8] 4 5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
— — —
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan .
Koordinasi, Sinkronisasi dan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Bagian
4.01.03.2.04.0003 S X . ! 1 Dokumen 1 52.453.900 1 22.453.900 1 22.453.900 3 97.361.700] Perekonomian dan
Evaluasi Kebijakan Energi dan Air JUmum dan Penataan Ruang,
SDA
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan
Meningkatkan kualitas Bagian
- g Indeks Pelaksanaan Pembangunan 91.01 92.01 1.210.933.875] 92.51 1.010.933.875] 93.03 1.010.933.875] 93.03 3.232.801.625 Administrasi
kebijakan pembangunan
Pembangunan
40103 Program Perekonomian Dan | Persentase ketepatan pelaksanaan 95.16% | 97.10% 1210933875 98.06% |  1.010933.875| 99.03% 1.010.933.875| 99.03% 3232801625
Pembangunan kegiatan pembangunan
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Persentase realisasi pelaksanaan 100% 100% 1.210.933.875] 100% 1010.933.875| 100% 1.010.933.875| 100% 3.232.801.625
Pembangunan kegiatan pembangunan
Fasilitasi Penvusunan Program Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
4.,01.03.2.02.0001 Y & Penyusunan Program Pembangunan 8 Dokumen 8 670.869.550 8 577.175.350 8 577.175.350 24 1.825.220.250
Pembangunan
Daerah
4.01.032.02.0002 |Fengendalian dan Evaluasi Program |Jumiah Laporan Hasil Pengendalian 1, o 1 200.207625] 1 164516025 1 164516.025] 3 538.239.675
Pembangunan dan Evaluasi Program Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
4.01.03.2.02.0003 d P Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 8 Laporan 8 330.856.700 8 269.242.500 8 269.242.500 24 869.341.700
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan
Meningkatkan kualitas .
" Indeks Pelak P
kebijakan pengadaan ndeks Pelaksanaan Pengadaan 94 9 1.997.303.240]  96.50 1.897.303.240| 96.85 1.897.303.240] 96.85 5.791.909.720| B291an Pengadaan| - Kota
. . Barang/Jasa Pemerintah Barang dan Jasa Pontianak
barang/jasa pemerintah
Proaram Perekonomian Dan Persentase pelayanan pemilihan
4.01.03 d penyedia barang/jasa yang tepat sesuai 91.72% 93% 1.997.303.240 94% 1.897.303.240 95% 1.897.303.240 95% 5.791.909.720
Pembangunan SOP
Penaelolaan Pengadaan baran Persentase Proses Tender/Seleksi yang
4,01.03.2.03 dan%asa 9 9 sesuai dengan rencana umum 100% 100% 1.997.303.240] 100% 1.897.303.240] 100% 1.897.303.240] 100% 5.791.909.720
pengadaan (RUP)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
4.01.03.2.03.0001  |Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 105 Dokumen 80 292.685.800 80 292.685.800 80 292.685.800 240 878.057.400
Pengadaan Barang/ dan Jasa
4.0103.2.030002 |Fengelolaan Layanan Pengadaan - |Jumlah dokumen hasil layanan 45Dokumen | 45 391.243.100| 45 201.243.100| 45 201.243.100| 135 973.729.300
Secara Elektronik pengadaan secara elektronik
. . Jumlah orang yang mengikuti
4.01.03.2.03.0003 gzr;k;'”zzr;‘jzzam‘“’kas' Pengadaant o hinaan dan pembinaan advokasi | 350 Orang 350 1.313374.340] 350 1.313374.340] 350 1313374340 1050 3.940.123.020
9 pengadaan barang/jasa




Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja
. . ) pada Tahun ! -
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Lokasi
(output) P m— Daerah Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 8] 4 5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
— — — I
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai Akuntabilita Kinerja Instansi . o
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 7228(BB) | 80(A) 2.621.929.050] 81 (A) 2.386.929.050| 82 (A) 2.386.929.050| 82 (A) 7.395.787.150| Bagian Organisasi
Pemerintah (AKIP)
Meningkatkan Kinerja
Pelaporan Akuntabilitas Nilai AKIP Kota Pontianak 72.28 80 404.114.350| 81 304.114.350] 82 304114350 82 1.012.343.050
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Program Penunjang Urusan Nilai komponen Pelaporan Kinerja
4.01.01 Pemerintahan Daerah P . P ! 11.11 12 404.114.350 12.1 304.114.350 12.2 304.114.350 12.2 1.012.343.050
SAKIP Kota Pontianak
Kabupaten/Kota
401.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat | ;0 100% 404.114.350|  100% 304.114.350] 100% 304.114.350] 100% 1.012.343.050
daerah yang tersusun Baik
40101.2.130003 |Feningkatan Kinerja dan Reformasi. |Jumiah Dokumen Peningkatan Kinerjaf -y oy en 1 124.624.450| 1 124624450 1 124624450 3 373.873.350
Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan| Jumlah Dokumen Koordinasi dan
4.01.01.2.13.0005 - . v P Penyusunan Laporan Kinerja 2 Dokumen 2 279.489.900 2 179.489.900 2 179.489.900 6 638.469.700
Kinerja Pemerintah Daerah X
Pemerintah Daerah
Meningkatkan Capaian Bagian Kota
Kinerja Penyelenggaraan Nilai LPPD Kota Pontianak Belum Keluar | Tinggi 2.217.814.700] Tinggi 2.082.814.700] Tinggi 2.082.814.700] Tinggi 6.383.444.100 M )
i Pemerintahan Pontianak
Pemerintahan Daerah
401.02 Program Pemerintahan Dan Persentase implementasi kebijakan 100% 100% 2.217.814.700]  100% 2.082.814.700]  100% 2.082.814.700]  100% 6.383.444.100
Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan
Persentase perangkat daerah yang
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jmemenuhi indikator kinerja kunci 100% 100% 2.029.053.200] 100% 1.894.053.200] 100% 1.894.053.200] 100% 5.817.159.600
(IKK)
- . . Jumlah Dokumen Hasil Penataan
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Administrasi 3 Dokumen 2 304.549.200 2 304.549.200 2 304.549.200 6 913.647.600
401022010002 |Pengelolaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan —f -, py e 3 268.306.300| 3 200306300 3 200.306.300] 9 668.918.900
Kewilayahan Administrasi Kewilayahan
401022010003 |Fasititast Pelaksanaan Otonomi  [Jumiah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 Dokumen 2 1456197700 2 1.389.197.700 2 1.389.197.700] 6 4.234.593.100
Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah E:Sf:;ase Fasilitasi Kerja Sama 100% 100% 188.761.500]  100% 188.761.500] 100% 188.761.500] 100% 566.284.500
401.02.2.04.0001  |Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |?U!ah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 Dokumen 1 188761500 1 188.761.500] 1 188.761.500 3 566.284.500
Kerja Sama Dalam Negeri
56.907.781.000 56.119.109.000 55.823.573.000 168.850.463.000




